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PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR12 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN
MM A L UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

nirih ang:

N semnaat:

PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2),
Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola
Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan
Minimal Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Dan Sertifikasi
Benih Perkebunan Dinas Perkebunan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian Nasioanl dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516]);

[\

3. Urndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6808);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005; Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor
5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA,
RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI
BENIH PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

k.

RSN

_U‘l

8.

14.

11,

Daerah adalah Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
Gubernur adalah Gubernur Riau.

Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi
Riau.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang
selanjutnya disebut UPT Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah
Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Badanr Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit
pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai flesibilitas dalam
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pemimpin BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah
Pejabat Pengelola yang bertugas memimpin BLUD.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa
mencari  keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.
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Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan
fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen
yang baik dalam rangka pemberian layanan yang
bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat
RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran
tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja
dan anggaran BLUD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan
yang berhak diperoleh setiap pelanggan secara minimal.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar Pelanggan.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam
rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan
dasar yang berhak diperoleh oleh pelanggan secara
minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan
kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta
pemenuhan secara minimal dalam Pelayanan Dasar
sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola UPT

Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang menerapkan
BLUD.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra
adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5
(lima) tahunan  sebagai dasar penyusunan Rencana
Bisnis dan Anggaran BLUD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
pemerintah  selaku  pengguna  anggaran/pengguna
barang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh kepala daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan
Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja
dan pembiayaan vyang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran,
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Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang
BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan
Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa
vang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang
wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk
menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit
layanan.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah unit pelaksana Teknis yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu selaku kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang,

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman
dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan pada
BLUD UPT Pengawasan dan  Sertifikasi Benih
Perkebunan.

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan
peningkatan pelayanan dan fleksibilitas pengelolaan
keuangan yang dilakukan oleh BLUD UPT Pengawasan
dan Sertifikasi Benih Perkebunan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.
b.

A

(1)

Pola Tata kelola;
Renstra; dan
SPM.

BAB II
POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Tata Kelola dalam pengelolaan BLUD UPT Pengawasan
dan Sertifikasi Benih Perkebunan berdasarkan prinsip:

a. transparansi,

b. akuntabilitas;
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c. responsibilitas;
d. independen; dan
e. kewajaran.

Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a merupakan asas keterbukaan yang didasarkan pada
kebebasan menaglirnya informasi sehingga pihak yang
membutuhkan informasi dapat langsung menerimanya.

Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang
dipercayakan pada BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi
Riau agar pengelolaannya dapat dipertanggung
jawabkan.

Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam
pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang
sehat serta peraturan perundang-undangan.

Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara
professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh
atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip
bisnis yang sehat.

Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
merupakan keadilan dan kewajiban stakeholders yang
timbul  berdasarkan  perjanjian dan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ruang lingkup Pola Tata Kelola BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan memuat:

a.

mo a0 @

(1)

kelembagaan;

prosedur kerja;

pengelompokan fungsi pelayanan;
pengelolaan sumber daya manusia;
pengelolaan keuangan BLUD; dan
pengelolaan limbah.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Paragraf 1
Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 6

Sumber Daya Manusia BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan terdiri atas:

a. Pejabat Pengelola; dan
b. Pegawali,
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(10)

(11)

s

Pejabat Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum
operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan
keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung Kinerja
BEED.

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari:
a. pegawai negeri sipil; dan/atau

b. pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari
profesional lainnya.

Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
sesuai dengan Kkebutuhan, profesionalitas, kemampuan
keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis
dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga
profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesioanal
lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk
masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa
jabatan berikutnya.

Pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya
paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal
dari profesional lainnya sebagaimana dimasksud pada
ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan
komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pejabat Pengelola BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Perkebunan terdiri dari:

a. Pemimpin BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Perkebunan;

b. Pejabat Keuangan;dan
c. Pejabat Teknis.

Pemimpin BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf
a, adalah Kepala UPT.

Pejabat keuangan sebagaimana dimaskud pada ayat (11)
huruf b, adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
huruf ¢, terdiri dari Kepala Seksi Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Benih dan Kepala Seksi Pengawasan dan
Peredaran Benih.
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Pasal 7

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (11) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pemimpin BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(12) bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana
dimaksud Pasal 6 ayat (13) dan ayat (14)
bertanggungjawab  pada Pemimpin  BLUD UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas
Perkebunan Provinsi Riau.

Pasal8

Pemimpin BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(12) mempunyai tugas:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,
mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan
kegiatan BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan agar lebih efisien dan produktivitas;

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan serta
kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Gubernur;

C. menyusun Renstra,
d. menyiapkan RBA,;

e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat
teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;

f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan selain pejabat yang telah ditetapkan
dengan peraturan perundang- undanganmn;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan yang
dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis,
mengendalikan tugas pengawasan internal, serta
menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja
operasional serta keuangan BLUD UPT Pengawasan
dan Sertifikasi Benih Perkebunan kepada Gubernur;
dan

h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai
dengan kewenangannya.

Pemimpin BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum
operasional dan keuangan. '

Pemimpin BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan  bertindak selaku kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang.
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Pasal 9

Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (13) mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan terkait pengelole{an keuangan;
b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;

¢. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

d

. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

(]

. menyelenggarakan pengelolaan kas;

P~

melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;

g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah
yang berada di bawah penguasaannya,

h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen
keuangan;

i. menyelenggarakan akuntasi dan penyusunan laporan
keuangan; dan

J. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh
Pemimpin BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Perkebunan sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat  keuangan  dalam  melaksanakan  tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi
sebagai penanggungjawab keuangan.

Pejabat keuangan sebagaimana pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Pejabat  keuangan, Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

Pejabat teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
6 ayat (14) mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional
dan pelayanan di BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan;

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan sesuai dengan RBA;

c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis
operasional dan pelayanan BLUD UPT Pengawasan
dan Sertifikasi Benih Perkebunan; dan

d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh
Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan
kewenangannya.

Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi sebagai
penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan
pelayanan dibidang BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan.
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Pelaksanaan tugas Pejabat teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pelayanan
pemeriksaan BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Perkebunan serta berkaitan dengan mutu,
standarisasi, peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 2

Pembina dan Pengawas BLUD UPT Pengawasan

dan Sertifikasi Benih Perkebunan

Pasal 11

Pembina dan Pengawas BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan terdiri atas :

a.
b.

Pembina teknis dan pembina keuangan;
Satuan pengawas internal; dan

Dewan Pengawas.
Pasal 12

Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a yaitu Kepala Dinas.

Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf a yaitu PPKD.
Pasal 13

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD
UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan
untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap
kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan
sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang
sehat.

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), vaitu pengawas internal yang berkedudukan
langsung di bawah Pemimpin BLUD UPT Pengawasan
dan Sertifikasi Benih Perkebunan.

Pembentukan Satuan Pengawas Internal dapat
mempertimbangkan:

a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
b. kompleksitas manajemen; dan

c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
Pasal 14

Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, membantu manajemen untuk:

a. pengamanan harta kekayaan;

b. penciptaan akurasi sistem informasi keuangan;
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c. penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan

d. pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam
penerapan praktek bisnis yang sehat.

Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal
harus memenuhi syarat:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur,
perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk
memajukan dan mengembangkan BLUD UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;

@]

. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPT Pengawasan
dan Sertifikasi Benih Perkebunan;

e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;

f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-3);
g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;

h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling
tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar
pertama kali;

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana yang merugikan negara atau keuangan daerah,;

j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

k. mempunyai sikap independen dan obyektif.
Pasal 15

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf c dapat dibentuk oleh Gubernur.

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga)
orang atau 5 {lima) orang.

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga)
orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD
yang memiliki:

a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi
anggaran 2  (dua) tahun  terakhir  sebesar
Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sampai
dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiahj;
atau

b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir
sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh
milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,-
(lima ratus milyar rupiah).

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima)
orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD
yang memiliki:
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a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi
anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari
Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau

b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir
sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar
rupiah).

Pasal 16

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (3) terdiri atas unsur:

a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang
membidangi kegiatan BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan;

b.1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang
membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan
BLUD.

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (4) terdiri atas unsur :

a.2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang
membidangi kegiatan BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan;

b.2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang
membidangi pengelolaan keuangan daerah;

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan
BLUD.

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ dan ayat (2) huruf c¢ dapat berasal dari tenaga
professional, atau perguruan tinggi yang memahami
tugas dan fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota
Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan
setelah Pejabat Pengelola diangkat.

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus
memenuhi persyaratan, meliputi:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi
yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan

BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi
BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan;
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e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya;

f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap
unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);

o

h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan
pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya
dinyatakan pailit;

i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon

kepala daerah atau calon wakil kepala daerah,
dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

Dewan Pengawas memiliki tugas:

a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;

b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non
keuangan BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Perkebunan dan memberikan rekomendasi atas
hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat
Pengelola BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan;

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian
kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal
pemerintah;

d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLUD
UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur
mengenai:

1. RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola;

2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam
pengelolaan BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Perkebunan; dan

3. kinerja BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan,

Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan
yang diberikan (rentabilitas),

b. memahami kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan

d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk
membiayai pengeluaran.
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Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan

perspektif pelanggan, proses internal pelayanan,
pembelajaran dan pertumbuhan.

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu
tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 18

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5
(lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)
kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia
paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah
berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan
Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masajabatan berikutnya.

Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur
karena:

a. meninggal dunia;
b. masajabatan berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf ¢, karena:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan,;

d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang
telah mempunyai hukum tetap;

e. mengundurkan diri; dan

f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang
mengakibatkan kerugian pada BLUD UPT Pengawasan
dan Sertifikasi Benih Perkebunan, negara, dan/atau
daerah,

Pasal 19
Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas

untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan
Pengawas.
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Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas
dibebankan pada Anggaran BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan.

Bagian Ketiga
Prosedur Kerja

Paragraf 1
Sistem Pengendalian Internal

Pasal 21

Pemimpin BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan merencanakan, membangun,
menyelenggarakan dan mereview sistem pengendalian
internal BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Sistem pengendalian internal BLUD UPT Pengawasan
dan  Sertifikasi Benih  Perkebunan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam pelaksanaan
prosedur kerja.

Pasal 22

Pengendalian Internal BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) bertujuan untuk memberikan
keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas
dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketetapan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pemimpin BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi
Benih  Perkebunan membangun  struktur sistem
pengendalian internal yang terdiri atas unsur:

a. lingkungan pengendalian;

b. penilaian resiko;

c. kegiatan pengendalian;

d. informasi dan komunikasi; dan

€. pemantauan pengendalian intern.

Penerapan unsur sistem  pengendalian  internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan
menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan
BLUD UPT Pengawasan dan  Sertifikasi Benih
Perkebunan.

Pemimpin BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan mengefektifkan sistem pengendalian internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).
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Paragraf 2
Tata Hubungan Kerja

Pasal 23

Pemimpin BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan adalah atasan langsung dari Kepala Sub
Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Benih dan Kepala Seksi Pengawasan dan
Peredaran Benih.

Segala tindakan yang berkaitan dengan komunikasi
eksternal merupakan kewenangan Pemimpin BLUD UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
didelegasikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
Kepala Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih dan
Kepala Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih sesuai
dengan tugas pokok secara teknis rnasing-masing
dengan tanggung jawab tetap berada pada Pemimpin
BLUD UPT Pengawasan dan  Sertifikasi Benih
Perkebunan.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, terlebih
dahulu dimusyawarahkan dengan Kepala Sub Bagian
Tata Usaha, Kepala Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi
Benih dan Kepala Seksi Pengawasan dan Peredaran
Benih.

Pasal24

Pejabat keuangan, dan pejabat teknis bersinergi dalam
pencapaian tujuan BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan.

Setiap kegiatan yang akan dan telah direalisasikan
merupakan hasil kerja sama antar fungsi pelayanan,
penunjang dan administrasi BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan.

Dalam hal terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan,
Pejabat keuangan, pejabat teknis dan kelompok jabatan
fungsional mengambil kebijakan strategis untuk
menyelamatkan nama baik BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan.

Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
yang berkaitan dengan pihak eksternal, teriebih dahulu
dimusyawarahkan dengan Pemimpin BLUD UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.

Pasal 25

Pemimpin BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan meminta pendapat dari Pejabat keuangan, dan
pejabat teknis dengan Satuan Pengawas Internal.
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Bagian Keempat
Pengelompokan Fungsi Pelayanan

Pasal26
Jenis pelayanan di BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan terdiri atas:
a. pelayanan Mana jemen;
b. pelayanan Teknis;
c. pelayanan pendukung; dan
d. pelayanan lainnya.

Pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi pelayanan administrasi mana jemen.

Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:

a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk Benih Tanaman
Perkebunan;

b. Pemeriksaan Kecambah Tanamana Perkebunan,;
c. Pemeriksaan Benih Tanaman Perkebunan;
d. Pemeriksaan Benih Anakan Tanaman Perkebunan;

e. Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Lahan
Pembenihan Tanaman Perkebunan;

Pelayanan Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi pelayanan edukasi.

Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e meliputi pelayanan sarana dan prasarana.

Pasal 27

Fungsi pelayanan dilaksanakan oleh BLUD UPT
Pengawasan dan  Sertifikasi Benih  Perkebunan
berdasarkan petunjuk teknis, prosedur kerja, dan
standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh
Pemimpin.

Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan satu kesatuan gugusan tugas dengan fungsi
pendukung yang berada di lapangan dengan fungsi
pelayanan yang berada di pusat organisasi.

Bagian Kelima
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pegawai BLUD UPT Pengawasan

(1)

dan Sertifikasi Benih Perkebunan
Pasal 28

Semua Pejabat Pengelola dan Pegawai pada BLUD UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan yang
berasal dari ASN mempunyai kewajiban dan memperoleh
hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Semua Pejabat Pengelola dan Pegawai pada BLUD UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan yang
berasal dari Tenaga Profesional Lainnya mempunyai
kewajiban sesuai kontrak perjanjian kerja yang telah
disepakati dan mendapatkan hak berupa Remunerasi.

Paragraf 2
Kebutuhan Pegawai

Pasal 29

Kebutuhan pegawai BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih  Perkebunan  diajukan  dengan
memperhatikan sifat pelayanan yang Dbersangkutan,
pendapatan operasional, dan efisiensi serta efektifitas
kerja.

Formasi kepegawaian pada masing-masing unit
dituangkan dalam Analisa Jabatan Beban Kerja
berdasarkan peta kebutuhan pegawai diusulkan melalui
Dinas.

Pengangkatan dan penempatan pegawai berdasarkan
kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
pengetahuan,  keahlian, keterampilan,  integritas,
kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
jabatan.

Paragraf 3
Penerimaan Pegawai

Pasal 30

Penerimaan pegawai negeri sipil diselenggarakan oleh
Pemerintah  Provinsi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai
dengan formasi dan dengan kualifikasi tertentu sesuai
peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Tenaga Profesional lainnya diselenggarakan
oleh BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan sesuai dengan formasi dan kualifikasi.

Pasal 31

Untuk penerimaan Tenaga Profesional lainnya pada
BLUD UPT Pengawasan dan  Sertifikasi Benih
Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3),
dibentuk Tim.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPT Pengawasan
dan Sertifikasi Benih Perkebunan.
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Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
melakukan penyaringan/seleksi penerimaan calon
pegawai.

Tahapan penerimaan Tenaga Profesional pada BLUD UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan meliputi:

a. Pengumuman;

b. Pendaftaran;

c. Seleksi Adsministrasi;

d. Tes Wawancara;

e. Evaluasi hasil seleksi;

f. Keputusan hasil seleksi; dan
g. Pengumuman hasil seleksi.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4
huruf a memuat persyaratan pendaftaran, meliputi:

a. Persyaratan Umum yaitu :
1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan
paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;

3. Berbadan sehat dan bebas narkoba (dibuktikan
dengan melampirkan Surat Keterangan Sehat dan
Surat Keterangan Bebas Narkoba);

4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum
penjara atau kurungan berdasarkan keputusan
pengadilan;

5. Persyaratan Nilai untuk jenjang Diploma 3 dan
Strata 1:

a) Bagi pelamar dari Perguruan Tinggi Negeri Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma
tujuh lima) dengan skala 4.00 (empat koma nol).

b) Bagi pelamar dari Perguruan Tinggi Swasta
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga
koma nol) dengan skala 4.00 (empat koma nol).

6. Bagi sopir ijazah minimal SLTA atau sedera jat;

~l

. Setiap pelamar wajib memiliki 1 (satu) alamat e-mail
yang masih aktif; dan

8. Bersedia mematuhi peraturan Seleksi Tenaga
Profesional BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Perkebunan.

b. Persyaratan Khusus, yaitu :

1. Bagi sopir wajib mempunyai SIM A yang masih
berlaku.

2. Bagi satpam wajib mempunyai sertifikat pelatihan
Satpam.
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Paragraf 4
Penempatan dan Mutasi

Pasal32

Penempatan pegawai yaitu pegawai BLUD UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan dan
menjadi kewenangan Pemimpin BLUD UPT Pengawasan
dan Sertifikasi Benih Perkebunan.

Ketentuan penempatan berlaku bagi pegawai dengan
penempatan pertama atau pegawai yang mengalami
rotasi di lingkungan BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan.

Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Perkebunan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan setelah melalui proses:

a. analisis beban kerja;

b. pertimbangan karir pegawai;

c. pengujian kemampuan pegawai;

d. pengamatan motivasi pegawai; dan

e. analisis lingkungan kerja pegawai yang bersangkutan.
Pasal33

Mutasi pegawai pada BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi
Riau terdiri dari:

a. Rotasi; dan
b. Promosi.

Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan pemindahan pegawai di lingkungan BLUD
UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.

Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan kesempatan kepada PNS untuk mengisi
lowongan jabatan/tugas dengan tanggung jawab lebih
tinggi dari tanggungjawab semula.

Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
jika pegawai memenuhi persyaratan-persyaratan yang
meliputi:

a. memiliki disiplin yang baik;

b. selama 2 (dua) tahun terakhir tidak terkena sanksi
dan atau hukuman jabatan atau tersangkut tindakan
hukum;

c. memenuhi kriteria standar kompetensi yang sesuai;
dan

d. memiliki prestasi kerja yang baik sesuai dengan
penilaian prestasi kerja.



21

Paragraf 5
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Pasal 34

Program pendidikan dan pelatihan pegawai dapat
diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan serta sikap pegawai dalam menghadapi
serta menangani masalah-masalah pekerjaan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. latihan dan pendidikan yang diberikan pihak BLUD
UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan
Dinas Perkebunan Provinsi Riau; dan

b. latihan dan pendidikan yang diberikan lembaga di luar
BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Pendidikan formal yang diakui di BLUD UPT Pengawasan
dan Sertifikasi Benih Perkebunan dibedakan dalam 2
(dua) kategori yaitu:

a. Tugas Belajar; dan
b. Tugas Belajar Mandiri.

Pegawai yang mengikuti pendidikan formal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) setelah lulus harus menjalani
ikatan dinas pada BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Perkebunan paling kurang 2 (dua) kali masa
pendidikan ditambah satu tahun (2N + 1). ~

Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan
pelatihan informal dalam bentuk kursus singkat,
seminar, konferensi ataupun lokakarya diwajibkan
membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta
mempresentasikan  hasil pengetahuan/keterampilan
yang diperoleh pada bagian terkait dengan bidang ilmu
yang bersangkutan.

Paragraf 6
Tata Tertib dan Disiplin

Pasal 35

Penegakan tata tertib dan disiplin pada BLUD UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan dilakukan
untuk terciptanya suasana kerja yang aman, tertib dan
teratur.

Setiap pegawai pada BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan mentaati peraturan dan
menghindari hal-hal yang bertentangan dengan
peraturan untuk mempertahankan suasana kerja yvang
baik.
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Paragraf 7
Sanksi

Pasal36

Pegawai yang melanggar tata tertib dan disiplin dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Keuangan BLUD

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 37

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari;

a.

b
C.
d

w

jasalayanan;

hibah;

hasil kerjasama dengan pihak lain;
APBD; dan

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal38

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, berupa
imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan
kepada masyarakat.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat
berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang
diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai
dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan
peruntukan yang selaras dengan tujuan BLUD
sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

Hasil kerja sama dengan pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 huruf c dapat berupa hasil yang
diperoleh dari kerja sama BLUD.

Pendapatan BLUD yang Dbersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d berupa
pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, meliputi :

a. jasa giro;
b. pendapatan bunga;

c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing;
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d. komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau
jasa BLUD;

e. investasi; dan

f. pengembangan usaha.
Pasal 39

Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 kecuali yang berasal dari hibah terikat,
dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran
BLUD sesuai RBA.

Seluruh pendapatan BLUD Sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf e,
dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat
dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah
pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
dengan obyek pendapatan BLUD, Kecuali yang termasuk
kategori retribusi Daerah dicatatkan pada kelompok
Retribusi Daerah dicatatkan pada kelompok Retribusi
Daerah sesuai dengan Jenis dan Objeknya.

Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Paragraf 2
Belan ja

Pasal40

Belanja BLUD terdiri atas :
a. belanja operasi; dan
b. belanja modal.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk
menjalankan tugas dan fungsi. ‘

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belanja bunga dan belanja lain.

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan BLUD.

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin,
belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan
jaringan, dan belanja aset lainnya.
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(3)

(2)

T

Paragraf 3
Pembiayaan

Pasal 41

Pembiayaan BLUD terdiri atas :
a. penerimaan pembiayaan;dan
b. pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a meliputi:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya;

b. divestasi; dan
C. penerimaan utang/pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi :

a. investasi; dan

b. pembayaran pokok utang/pinjaman
Pasal42

Belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan
mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

Fleksibilitas Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan
dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam
ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya
BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari
APBN/APBD dan hibah terikat.

Fleksibiltas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD
bertahap.

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran BLUD
mengajukan usulan tembahan anggaran dari APBD
kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 43
Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal

42 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.

Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional BLUD.
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Besaran persentase sebagaiman dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD.

Persentase ambang batas tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang
dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan
dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal44

Tata kelola keuangan BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Perkebunan Dinas Perkebunan lebih lanjut diatur
dalam Dokumen Pola Tata Kelola.

(2)

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Limbah

Pasal 45

Kegiatan pelayanan pada UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih  Perkebunan Dinas Perkebunan
menghasilkan limbah yang termasuk ke dalam kriteria
limbah bahan berbahaya dan beracun.

Limbah kegiatan pelayanan dikelola secara mandiri oleh
UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan
Dinas Perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar tidak mencemarkan dan/atau merusak
lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan
hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia
dan makhluk hidup lain.

Pengelolaan limbah pada UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan melalui
proses pemilahan dan pewadahan, pencatatan,
penyimpanan sementara pengangkutan dan
pemusnaham limbah pada UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan.

Bagian Kedelapan
Sistematika Pola Tata Kelola

Pasal46

Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB 1 : Pendahuluan

.

. Pengertian Pola Tata Kelola;

N

N O v AW

LataBelakang;

. Prinsip-Prinsip Dasar tata Kelola;

. Tujuan Penerapan Pola Tata Kelola;
. Ruang Lingkup Tata Kelola

. Dasar Hukum; dan

. Perubahan Tata Kelola.
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b. BAB II : Kelembagaan
1. Tugas Pokok dan Fungsi;
. Struktur Organisasi Sebelum BLUD;
. Uraian Tugas Organisasi Sebelum BLUD;
. Struktur Organisasi BLUD;

. Uraian Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Pengelola
BLUD; dan

6. Hubungan Kerja dan Kewenangan.
c. BAB III : Prosedur Kerja

u B~ W N

1. Pelayanan Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih;
dan

2. Pelayanan Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih.
d. BAB IV : Pengelompokan Fungsi yang Logis
e. BAB V : Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. Kebijakan Umum; dan

2. Pengelolaan SDM.
f. BAB VI : Pola Tata Kelola Keuangan

Pasal 47

Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
RENCANA STRATEGIS

Pasal4&

(1} Renstra BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan merupakan penjabaran dari Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran di Lingkungan BLUD UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Renstra Dinas.

(3) BLUD UPT Pengawasan dan  Sertifikasi Benih
Perkebunan menyusun RBA berpedoman pada Renstra.

(4) RBA pada ayat (3) disusun berdasarkan:
a. anggaran berbasis kinerja;
b. standar satuan harga; dan

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan
yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang
diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja
sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha
lainnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
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Pasal 49

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.

C.

BAB I : Pendahuluan

1. Latar Belakang;

2. Dasar Hukum Rencana Strategis;

3. Langkah Kerja Penyusunan Rencana Strategis;
4. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis; dan

—

5. Metodologi Penyusunan Rencana Strategis.

.BAB II : Gambaran Pelayanan BLUD UPT Pengawasan

dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan
Provinsi Riau

1. Gambaran Umum BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan
Provinsi Riau; )

2. Gambaran Struktur BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan
Provinsi Riau; dan

3. Kinerja Pelayanan BLUD UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan
Provinsi Riau.

. BAB IIl : Rencana Keuangan BLUD UPT Pengawasan

dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan
Provinsi Riau

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu; dan

2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan.

. BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan

1. Visi BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau;

2. Tujuan BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi
Riauy;

3. Sasaran BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi
Riau;

4. Strategi dan Arah Kebijakan;

5. Program BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi
Riau; dan

6. Kegiatan BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi
Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

BAB V : Penutup

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Pasal S

BLUD UFT Pengawasan dan  Serlifikasf  Benih
Perkebunan melaksanakan penyelenggaraan pelavanan
dasar boendasaikan SPM.

Pelayanan dasar pada SPM selxagehmana dimaksud pada
avat (1] terdird atas:

a4 pelayanan Manajemen;

b. pelavanan Teknis; dan

C. pelayanan pcndukung

Pemimpin BLUD UPT Pengawasan dan Sertilikasi Benih
Perkebunan bertanggungjawalb dalam penvelenggaraan

pelayvanan dasar scsuai SPM sehagaimana dimalksud
pada aval (3.

Fasal 31

Pemimpin BLUD UPT Pengawasan dan Sertiffkasi Benih
Perkebunan melaksanakan evalast terhadap
pencapsan SPM secara berkelanjutan,

Evaluasi pcncapajan SPM sebagaimana dimaksud pada
avd (1] disumpaikan oleh Kepala Dinas kepada
Gubernur melaiui Sekretaris Dacrah.

Pusal 52

Permimpin BLUD UPT Pengawasan dan Scrtilikasi Benih
Perkebunan  menyustin  Laporan  Penempan  dan
Pencapalan SPM setlap tabgn,

Laporan Pencrapan dan Pencupaion SPM sebagaimana
dimiaksud pada aval 1] disampaikan kepada Gubersur
paling lambal 3 {tigal bulan setelah berakhirnva tahun
berkenaan /berjalan,

Pasal 33

21N schagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat {1 disusun
dengan sistematika sebagal berikut

.

=

R SRR g

Drasar ukurm;

[ersaaratan;

Sistem, Mekanisme, dan Proscdur

Walitu Penyelesaian;

Biaya/Tarif;

Produk Lavanan;

Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya;
kKampetenst Pelaksany;

Pengawas Internal;

Ferane anan Pengaduan, saran dan masykals:
Jumlah Pelaksana;



0.

I, Jaminan Pelaryanan
. GJaminan Keselamatan dan Keamanan Pelavanan: dan

n. Evaluasi Kincria Pelalcsana.
Pasal 54

SPM  sehaguiin ana  dimaksud dalam Pasal 33 tercantum
daleny Lam piran 11 vang merupakan bagian tidalkd terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PEMB INAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

(1} Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap BLUD di daeriih provins:

(2] Pe e AT AL S:ﬁtlagalﬂ'l ana dirmaksud }T’]Ifirl HVEL (1] terdirt
atas  sosialisasi, supervisi, bimbingan leknis dan
asistensi.

(3) Nalam rangka 1 ern binisear urtuk METHEA.
kesinambungan implementasi  kebijukan BLUD  di
dacrah, pemerintah daerah wajib melaporkan lkinerja
keuangan duan non keuangan kepada Menteri Dalam
Negeri melalul Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerih

BAE VI
KETENTUAN P ENUTUP

Pasal 56

Peroturan Gubernur ini mulai  berlaku  pada tanggal
diundangkan,

Aoar el {r:an meneetahuiny:, memerintahikan
2 I 2 g \

peng undangan Peraturan Gubernur it dengan
pencempatannva dalam DBerita Daeroh Provins Rig,

Ditetapkan di Pkanbaru
pada tanggal 30 April 2024
Rj. GUBEHNUR RIAU,
ttd.

S BARIYANTO

vy cpcineradinan i Pelsanberg
%. e Al 30 April 2024

LR TAR B3 DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

IHRA

1A DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 12

inan Sesuai Dengan Aslinya

‘w‘ DHARMADI, SH.’MH.
> / Pembina (IV/a)

S_NIP7 19840326 200903 1 003
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Latar Belabang

UPT Penpawasan dan Sertifikasl RBenik adalah Unit Pelaksana Teknis yang
selanjutnya  disingkat  UPT  adaleh  Unit  Pelaksana Teknis pads  Dinas
Pork chunanProving Riau vang dibentuk berdasarkan Peratiman Gubernur Riau ho. 47
Tahun 2020. UPT Penpaveasan don Sertilikasi Benih Perkebunan mempunyal lupss
molaksanakan sebagian  keglalan teknis operasional danalau  kegiatan teknis
penumang Kepala Dinas di hidang Pengawasan dan Scrtitikast Benih Perkebun:m,
Dlengan lerbitnya Peraturan Menterl Dalam Negerl Momwor 7 lahun 2018 tentang
Radan lasanan Umum Daerah dan Peraturan Pemeriniah Nomor I Tahun 2005
temtang Pengelolaan Keuangan dum Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan
Pemeriniah Nomor 7 Tahun 2012 temtane Pengelobian Kevangan daz Layanan
Umim, dimana memberikan peluang bagl UPT' Penpawasan dan Sertifikasi Benib
Perkebunan, umuk  meograpkan BLUD yeng  memberikan  fleksibilitas  Jalam
pengelolaan keuangannya. Dalam rangka mencraphan pengelolaan keuangan BLUD
preriu disusun Tata Kelola vang merupakan amgran internal BLUD UPT Pengpavwasan
dan Seriifikasi Benib Perkebunan dengan memperhatican prinsip-prinsip tranparansi.

akunlabilitas, responsibiiitas dan independensi,

Pengertian Pola Taml Kelola

Mordasarkan Pasal 38 Poraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 7 “fahun 2018
tentung Badan Layvapan Umum Daerah (BLUDD). taa kelola merupakan tatakelole Unit
Pelaksana Teknis DinasBadan Daerah vang akan mererapkan B EUD danr dietapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah. Selanputma dalany Pasal 59 dan Pasat U Peraturan
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Menteri Dalam Neweri Nomor 79 "lahun 2018 discbutkan bahwa tsta kelola memuat
antara laing
|. Kelembapaan  yang merual posisi Jabaian, pembagiant igas, fungst tanggung

jawab, hubungan kerja din wiwenang.

12

Prosedur keria vang memuat ketentuan hubungan dan mekanisme kerfa antar posisi

jabatan dan [ungsi,

3. Pepgelonipokan fungsi vang memuat pembagian Famesl pelavanan dan Cungst
pendukung  sesual  dengan  prinsip pengendalian internal  unik  efektifitas
pentapaian.

4, Penpelolaan Sumber Daga Manusia yang memuat kehijakan mengenal pengelotaan
sumber daya manusia yang berarientasi pada peningkatan pelavanan kepada
masyvarakat.

Tax Kelolh RBIUD UPD Penpawisan dan Sertitikasi Benih Perkebunan
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sebelim ditstapkan menjadi Peraturan
Kepala Dacrah, Tata Kelola BLUD terscbut disusun dan ditandatangani oleh Kepala
LPT Pengawasan dap Serifikasi Renih Perkebumsn untk maj  dalam  lahap

salanpitiya yaifu pentlaian.

Prinsip-prinsip Dasar Tata Kelola

Prinsip prinsip Dasar Tata Keloly BL LI LP T Pengawasan dan Scriifikasi Benih
Perkebunan menganut prinsip

a4  Iransparansi

b Akuntabilitas

Responsibilitas dan

f

.

ndepedensi

Tyjuan Pencrapan Pola Tata Ketola

Tata Kelola vang diterapkan pada BLUD UPT Pengawasan dun Sertitikas) Benih

Perkebunan bertujuan untulk:

1. Memaksimalkan nilai dengan cara menerapkan prinsip teansparansi, akuniabilitas,
vesponsibititas dan independensl, agar BLUD UPT  Tengmwasan dan Sertifikasi
Benih Perkebunan nieetiliki deva saing yang kuat,

2Mendorong pepgelolaan BLUD UPT Penpawasan dan Sertifikasi Benih Porkebunan
selara  profesional, mamsparn dan efisien. serta membordasakan fungsi dan

peningkatan kemandirian.



3. Mendorong apar organisasi BLUD UPY Pengawasan dan  Sertifikasi Benib
Perkebunian. dalam membuat  keputusan dan menplankan kegiatan SCTIAT LS
dilandasi denean mital moral yapg tnggl dan kepatuhan terhadapy peratmn
perundang-undangan vang beriaku, sera kesudaran aas adanya tanggung jawab
sosial terhadap stakehoider.

4, Meningkatkan kontribugi  BLUD  UPT  Pengawasan  dan Sertifikasi  Benth

Perkebunan datam meningkatkan PALD

Ruang Ringkup Tala Kclala

Ruang lingkup tafa kelola melipwti peraturan intemal BLUD UPFT Pengawasan
dan Sertitikasi Benih Perkcburan dalam menerapkan BIUD. Tata kelola dimaeksud
mengatur hubungan antara organisasi BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan schagai (/PT  sang menerapkan BUA), yailu Kepala OPD. Pente rinlih
Diacrah, Dewan Pengawas, i Pejabat Pengelola serta Pegawal berikut wgas. fungsi..
tanggungjawab, kewa jiban, kewenangan dan hakmya masing-masing.

Basar Hukwm

Dasar hukum Tata Kclola BLUD Penpawasan dan Scrtifikasi Benth Perkebunam

l. Undang-Undang Nomaor 12 tahun 1992 lenkany Sistem Budidaya Tanaman:

2Ilndang-Undang Nomor 17 tahun 2003 fentang Kcuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tatn 2003 Nomor 47. lfambahan Tembaran Negara
Republik ladonesia Nomor 4286:

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {lembar:an
Megara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 5 Tambahan Lembaran hegara
Republik Indonesia Nomor 33535):

4. Undangladang Nomor 23 tabun 2014 tentang Pemcrinah [aerah {(Lembaran
Negara Republik Indonesia thun 2004 Nomor 4437). sebagaimana telab beberapa
kali digbah tevakhir dengan Undupg-Undang Nomer 12 talun 2008 tentang
Pemerintah Daer:ih (Lembaran Negara Republik Indopesia tabun 2008 Nomor 59,
Tambehan Temhbaran Negara Republik Indoncsis homor 4844):

EJ'I

Undang-Undang Nomer 30 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lombaran Megarn
Republik Indonesia Talun 2014 Nomor 3613),

6, Peraturan  Pemerintah Nomor 8 tabun 2008 (enlang  Tahapan, Tata Cara
Pemyusunan. Pengendalian  dan Evaluasi  Pelaksansan Rencana Pembanygunan
Daerah (lembaran Newwra Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4817



i

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peng clolaan Keuancan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47):

8 Peratran Presiden Mo. 29 ‘lahun 2014 Tlentanp Sistem Akuntabilitas Kiperja

Tnstansi Pomerineah;

9 Veraturan Menaei Dalam Neger! Nomer % Tabun 2018 tentang Badan Lavanan

IR
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I3,

Urnum Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia ‘fohun 2018 Nomor 1213
poraturan Pemerintah Nomor 35 Tabun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajpk
Dacrah dan Retribusi Daerah (Tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Momor 85):

 Persturan Daetah Provinsi Riau Nomor 4 Tabun 2016 wentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provins: Riau {Lembaran Dacrah Provimsi Biau Tahun
2016 Momor 4) schapaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Peraturan
Dacrah Provinei Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Perafuran Dacih Nomor 4 Tabun 2016 tentanp Pembentukan dan Susunan
Perpnpkat Daerth Provinsi Risu (Lembaran Daeish Provinsi Rian Tahun 220
Nomwr 7

Peraturaan, Gubernur Provinsi Riau Nomor 30 Tabun 2022 Teatang Pertbahan Aas
Perataran Cubemnur Nomor 42 'fabun 2019 Tentang Repcana Stratcpis Perangka
Daerah T Lingkungan Pemerintah Provinst Riau Tahun 2019 - 2024,

Peratran Cubernur Riau Nomor 5 Tabun 2023 tentang Kedudukan, Susunan

Organisas], Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Poranpgkat Dacrah.

. Perawran Gubermur Riau Nomor 47 Tahon 2020 tentang Unit Pelaksana Tekms

(UPT) pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Perubahan Tat Ketola

fata Kelola BLUD UPT Pengawasan dan Sertifkasi Benth Perkebunan i akan

direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peratuniin perundang-undinpun winy terka

serta disesuaikan dengan mpgas, fungsi. tanggung jowab, dan  kewenangan orge misasi

BLUD UPT Pengawasan dwn Sertittkasi Benth Perkebunan  serts  perubahian

Iinpkungan



B. DAB ILKEIEMIAGAAN

1. Tugas Pokok din Fungsi

a

Tugas Pokol

Sesyuai Peraturan Gubernur Rian No. 47 fahun 2020 tentang Pembentukan Unit

Pejaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinss Riau vang telh ditctapkan, UPT

Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyal tugas melaksanakan

kegiatan tekais operasional danatau kegiaton teknis penumjany Kepata Dinas d bidang

Pengawasan dan Sertifka:si Benth Perkebunan.

b

Fungpsi

Dulan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT  Pengawasan dan

Sertifikagt Benih Perkebunan mempunyai fungsh:

Iy

3)

4

7

&)

{j]

penvelenpgaraan perencanaun dan pelaksanaan tigas pada subbapian tola ussha,
seksi pergawasan don peredaran benih. dan scksi pengujian mute dan seriifikast
hemh:

pemelenggaraan koordinasi dan fesilitasi datam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi pada subbagian taa usaha, sekst pengawasan dan peredaran benih, dan ksl
petptijian nut dan sertifikasi benth;

penveienguarsan polayanan teknis pengawasan dan serbfikast bonih perkebunan;
penyelenggaraan Koordinasi denpan unit kerja pada Dins Perkebunar;
penydenpparaan koordimasi denpan pemerintah KabupatenKota terkait dengan
pengawasan dan scrtifikast benih perkebunan;

penyelenggaraan pelavanan kepada meassarakat dan dunia usaha yang bergerak di
bidang perbenihan perkehunan terkait dengan pengawasan dan scrifikast benih
tanamian perkebukan:

penyefenggaraan kegiatan pelavanan resiribusi untuk Pendapatan Asit Dacrah
{PADY:

permyelenggaraan  pemantatan.  ewaluasi dan pelaporan dalam rangka
pelyelenggar an eas pada subbaglan tata usaba, scksl pengawasan dan poredaran
benih. dan seksi penguiian muta dan sertifikasi benih:

pelaksanaan fongs fai yanyg dibenkan kepala dinas terkait ugas dan fupgsinya:



2. Swrukwr Oragnisasi Sebelum BLUD
Susunan organisasi UPT Pengawssan dan Sertifikasi Benih Perkebunan terdini atas;
a Kepal UP1 Pengawasen dan Serlifikasi Benih Perkebunan
b Kepala Subbagian Tata Usaha:
¢. Kepala Seksi Pengawasan dan Peredarin Benib,
d, Kepala Seksi Penguijien Mutu dan Sertifikasi Benih; dan
¢, Kelompok Jabatan Tungsional.
STRUKTUR ORGAISISANI
UPT PENGAWASAN DAN SER TIFIKASI
BENLH
KEPALA UPT
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI
BENIH
¥ SUBBAGIAIN TATA USAHA
L -
SEX 51 SFKSI
PENGAWASAN DAN PEREDARAN PENGUJLAN MUTU DAN
BENIH SERTIFIRAS] BENIET
b

KELOMPOK JABATAMN FUNGREON AL

3. Uraian Tugas Organisasi Sebelum B 1 UR

Susunan organisasi UPT Pengawasan dan Sertitikasi Benth Pokebunan sesuai
Peraturan Gubernur No, 47 lzhun 2020 schagui berikut:

a. Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Denfh Perk ebunan mempumyai wpas

melakukan fasilitasi dan evaluasi pada subbagian taa ussha, seksi pengawasan dan

peredaran benih, dan scksi penguiian mutu dan sertifikasi benih:



Untuk melaksanakan tugas Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikast Benth Perkebunan

menyelengparakan fungsi

1)

pemusunan progriun herja dan rencana operasional pada UPL Pepgawasan dan

Septifitkasi Benth Perkebunun:

penyelenggarian koordinasi. tasifitasi dan pemeriksa hasil pelaksanaan wgas d

IigkupdP’i Pengawasan dan Serlilikasi Lingkup Perkebunan:

pemyelenyy araan peantauan. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mgas SEBLLAT

dengan tugas vang telah dilaksanakan kepada kepala dinas; dan

pelaksanaan wpas kedinasan lain yany diberikan kepala dinas sesuai tugas dan

Fanssimma;

Kepala Subbagian Tata Usaha Mempunsat tugas:

1} merencanakan programvkegiatun dan punggangparan pada subbagian tata
usaha:

2y membagi tgas. member] paunjuk dan memeriksa hasit pelaksanaan tugas
hawahan d fingkup subbagian taa usaha;

31 melaksanakan koordinasi pernyusunan Standar Operasional Prosedur:

4y mengavendakan dan mendistribusikan surat mensurat.:

31 melaksapakan  [adiitasi adrmmistrast kepepawaian, adoumstrasi keuangan,
penatawsahaan dan pelarianan masyarakat:

£ melaksunakan koordingsia penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja,
petr jabatan. proyeksi kebutuhan pegawal, slandar kompetensi, dan svaluast
Jabatan;

7 melaksanakan pengelotaan kearsipan dan dokumentasi;

8  melaksanakan pensusunan kebutoban, pemctibaraan sarave dan prasaana
kantor. kebersiban, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

9 melaksanakiin pemuintauan. evaluasi dan membuat laporan dan pelaksanaan
tugas dan keplatan pada subbagiun tata usaha: dun

10} melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan scsual upas den

funsinya.

Kepala Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih mempunyaf gas @

1}  merencanakan programkegfatan dan pengganggaran pada scksi pengawasan
dan peredaran benth:

2} membagi tugas. memberi petunjuk dan memeriksy hasll pelaksansan tugas
bawahan df lingkup seksi pengawasan dan peredaran benih:

3)  melaksanakan perencanzan teknis d seksi pengawassan dan percdaran benih;
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h
4}
0
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11

melaksanakan koordinasi pengawasan dayn peredaran benih perk ebunan;
melaksanakan pelavanan pengawasan dan  peredaran benih perkebunan
masyarakat dan dunia usaba perbenihan perkebunan;

mihaksanakan pengujian tohadap lcgalitas dokamen penyerta benih:
melaksanakan penanganan kasus peredaran bemib tidak scsuar label:
melaksanakan penviapan bahan dalam mensosialisasikan penggunaan benih
unggul bersertiftkat dan berabel:

mclaksanakan pelavanan penerbitan rekomendas! sebagal produsen benih
wnatan perkebunan:

melaksanakan  inwenlarisasi  dan pembinaan  erhadap  produsen  benih
perketnan:

midaksanakan keclatan pelocanan resmbus untuk Pendapatan Asl Daerish
{PADY.

melaksanakan  monitoring  data  stok  dan penyalurzn benh  tanaman
porkebunan:

meliksanakan pemantavan, cvaluasi dan membuat laporan pelaksanasn W as
dan kegiatan pada seksi pengawasan dan peredaran benily

melaksanzakan funas kedibasin lain yatg diberikan atasan sesuai tugas dan

funsiny .

Kepala Seksi Pengujian Mut tan Serliftkasi Beath mempunyal tugas :

L}

i
i

6}

merencanakan program kegiatan dan pengganggarian pada seksi penguijizn
mutu den serifikast benih:

membagi gas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil peluksanaan g
bawahan d lingkup sckai pengujian mure dan scrtitikasi benih;
melaksanakan pelavanan pengujian  dan  sertifikasi benih perkebunan
masyarakat dan duwms usaba perbemban perkebunan bekerjasama dengan
Pengawas Benih Tanaman Perlebunan:

melaksanakan perencanaan teknis di scksi pengujian mute dan sertifikasi
benil;

melaksanakan keglatan pelayanan restribusi wntuk Pendapatan Asti [aerah
{PADY

melaksanakan pentlaian ketavakan terhadap calon pobon/rompun induk dalam
rangka persiapan pelepasan varfetas abu pendaftaran calon varetas ungpul

barwe



£

9
10)
11y

melaksanakan penilaian terhadap pohon induk @mRummn sebagal sumber entres
untuk perbanyakan bemb tanaman perkebunan;

melaksanakan evaluast terhadap pobon induk unggul/pohon mduk terpiih
unggul lokasi/Blok Pengahst] Tinggi taniinmn perkebunang

melakukan inventarisas! sertifikasi benih perkebunan:

melakukan inventarisasi peredaran penyalovan benth tanaman perkebunan;
melaksanakan pemantauan. evaluasi dan membuat laporun pelaksanaan fugas

dan kepiatan pada seksi penujian mute dan sertifikasi benih:

12) meclaksanakan tpas kedinasan Jain yvang diberikan atesan sesvar tugas dan

funsinya,

Kclompok Jabatan Fugsional

1)

=2

3}

4

untuk menunjang pelaksamesan wyps dn {ungsi UPT, dapal mengangicat
kclompok jabatan fungsional sesual dengan keahlan. profest keterampilan
speslalisasi yang dibuluhkan;

pengaitekatan kelompok jabaran fugsional sebagaimana dimaksud pada aval
{1) ditctapkan dengan Keputusan Gubernur;

kelompok jabatan fungsional terdin dan sejumilah tenaga fungsional vang
diatur dan drietapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan:

kelompok ghatan fungsional dimaksud pada ayal (1) dipimpin olch scorame
tenaga fungsiomal semior yang ditunjuks

Jumiah tenaga Fungsional sebagainsme dimaksud pada ayat (1) ditentukan
herdasarkan kebunthan dan beban kerja:

Jenis dan enjang jabatan fungsional schagaiama dimaksud pada avai(1} diatur
berdusarkan purdinan perundany-tneangan;

Kelompok jabutan lungsivnzl mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-und:mgan.



4,

Struknr Crpanisasi BLUL

A Strukwr Organisasi

Dalam rangka pererapan Badan lavanan Umum Daersh (BIUD),
orpanisasi UP)" Penpawasan dan Sertifikasi Benib Perkebunan perle disesualkan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Neweri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Lavanan Umum Daergh
1y Pemimpin BLUD
21 Pephat Keuangan

3 Pejabat Tokms

Pejabat Pengelota BLUD UPT Pengawasan dan Scrtifikasi Bendh diangkat
dan diberhentikan oleh Gubernur. Pemimpin BLUD UPT Penpawasan dan
Sertitlkast Benih beanppung jawab tcrhadap Gubernur, sedangkan Pejabat
Kevangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab  kepada Pemimpin BLUD.
Bertkut bagan struktur organisast setclah penerapan BLUD



STRUKTUR ORGANRISASIBIIDUPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASE
BENIH DINAS PERKEEUNAN PROVINSIRIAL SETELAH PENERAPAN
BLLUD

KEPALA BLUD UPT
PENGAWASAN DAN

SERTIFIKASI BENIII

DEWAN
PENGA WAS

SATUAN PEMERIKSAAN KEPALA SUB

INTERNAL BAGIAN TATA USAHA

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PENGUHAN MUTU DAN PENGAWASAN DAN
SERTIFIK AS1 BENIH PEREDARAN BENIH

KELOMPOK JABATAN
FUNGSION AL

Dari wraian terscbut maka struklur crganisast BLUD UPT Pengawasan dun

Sertifikasi Benih Perkebunan terdiri dari:

1) Pemimpin difabat okh Kepalz BLUD UPT Pencawasan dan Sertitikasi Benth
Perkebunan

2y Pembar Kevangan dijgbar oleh Kepata Sub Bagian Tata Lsaha



3} Pcjabat "fcknis dijabat oleh Penanggung Jawab Pelayanan yang terdiri dari;
a. Penanggung jawab Pelayanian Sertilikasi benih oleh Kepala Seksi Pengufian
Mulu dan Sertiftkasi benih.
b. Penanggung Jawab Pengawasan oleh Kepala Seksi Pengawnsan dan Peredaran

Benil.

Penmyebutan Pepabal Pengetota BLUD disesuaikan dengan nomenklatur
pemerintah dacrab sciempat, schagal berikul;

(a) Kepala UPY Pengavasun dan Sertifikasi Benth Perkebunan sebapai Peminpin
RILD,

{b} DPejabat Kevangan direpresentasikan dengan jabatan Kepsla Sub Bagian laia
Lsaha

{€) DPeiabeal Teknis direpresentasikan déngan pbatan Penangpunpg Jawab Upaya

Pelayanan

Lratan Tugas Funpsi dan Tanggung Jawab Pengelola BLUD
1. Pemimpin BLUE

iungst:

Scsual dengan Pasal B ayat (2) Peralwriin Menterl Dalam Negerd Nomor 7 tahun
2018, Pemimpin BILUD mempunyai funpsi scbhapal petangpunp awab wimm
operasional dan keuangan di BLULY UPT Penpawasan dan Sertifikasi Benib
Perkehunan, Peminpin BLULDY berindak  selabu Kupss  Pengpuna Angparin
{(KPA)Kuasa Pengguna Baranyg. Dualam lal pemimpin BLUD tidak berasal dart
Degawat Negeri Sipil maka pejabal keuangan ditunjuk sebagal Kuasa Pengpuna
Anggzaran/Kuasa Pengpunan Barang

Tugas :

(1) Memimpin. mengarahkan, membina. mengawasi, mengendalikan dan
mengevaluasi penvelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan
prodakiivitas;

{2) Merumuskan penetapen kebijphon teknis  BLUD serts kewadiban lainnya
sesuat dengan kebijakan vang telah ditetapkan Gubernur:

(3) Menyusun Rencana Strategis:



-

(4)
{3)

(6}

{7)

(%)

Menyiapkan RBA;

Mengusulkan calon pe@bat kevangan dan pejabat teknis kepada Gubernue
sesual dengan koetenluan,

Menetapkan peebat lainnyva sesual dengan kebutuhan BLUD sefain pejabal
vy lefah ditelapkan dengan peraturan perundang-undangan:
Mengoordinasikan  pelaksanaan  kebijakan  BLUD  vang dilakakan oleh
pejabal kevangan dan pegbat teknis. mengendalikan tupas pengawasan
internal. serta menyampaikan dan  mempentanggunjawabkan  kinerja
operasional serly kevangan BLUD kepada Gubernur;

Tugas  famnya vang  ditetapkan  olch  Gubernur  sesual  denean

kewenangannya.

Pejhat Keuangan

Funp sl

Dengan mengacu pada Pasal 10 Persturan Menteri Dukam Negeri Nomor 0

Tahun 2018 Kepala Sub Bagian Tala Usaha bertindak sebagal Pejabul Korimngin

dan herfangsi sebagai penangeung jawab keuangan BLUD UPT Pengavsasan dan

Sertihkasi Benih Perkebuman vang melipul lungsi berbendabiar ian, Tangsi

akumtans), fungsi verifikasi dan pelaporan

Tugas:

Setuin melaksanakan togas sebhagax Kepala Sub Bagian lata Usaha, Pepghat

Keuangan BLUD UPT Pengawasan dan Secrtifikasi Benih Perkebunan memiliki

Wpas schaga berikut:

(1}
(2)
£
(4)
()
()
(7

(8)
(@

Merurmuskan kobijakan terkait pengelolaan keuangan:

Mengoordinaskan penyusunan REAC

Menwiphim PP A

Melakukan pengelolaan pendaparan dan belanja:

Menyelengparakan penpelotaan kas;

Melakukan pengelolaan utang, plutang. dan investasi

Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah vang berada d bwwah
PeNEUESAANNY AL

Memvelengearakan akuntansi dan penvusunan laporin kevang:an; G

Tugas lainnya yang ditclapkan olch Guberur dan/atay pemimpin BLUD

sexual dengan kewernang an a



=
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Pejabat “leknis

Fungsi :

Dengart mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menlen Lalam Negeri Nomer 7 Tahun
2018, Koordinator Pelasanan Sertifikast dan Pengawasan Benih bertindak sebagal
Pejabatl Teknis dan berfungsi sebagai penangpung jaweb teknis operasional dan

pelavanan di bilangnya

Togas

Selain melaksanakan mgas koordinasi pelaksanaan pelayanan kepada masyariakal,

wgas  Pejabat  Teknis  berkaitan  dengan  mutw,  standanisasi, administrasi,

peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sumber dasa  lainnya.  Adapun

Pejabat ‘foknis BIUD TPT Pengawasan o Sertdikasi Benih Perlebunin

mempunyai Weas schagm benkut:

(1) Menyusun perencangan kepiatan teknis operasional dan pelayanan & unit
kerjarya:

(2} Melaksanakan kepiatan teknis operasional dan pelayanan berdasarkan RBA:

(3) Memimpin dan mengendalikan kegiatun tcknis operasional dan pelayanan d
unit ker'janya;

(4) Tugas lainnya yang ditetapkan okh Gubernur dan/atau pemimpin BLUD

sesual dengan kewenanpannys

Samuan Penpawasan Intern {SP1)

Fangsi :

{1y Membaotu Pemimpin BLUD BT Pengawasan dan  Sertifikasi  Benth
Perkebunan dalam melakukan pengawasun internal UPT Penpawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan.

(2} Memberikan rekomendasi perbaikan unwk mencapal sssumn BLUD UPT
Pengawasian Dan Sertitikasi Bemh Perkebunan secara ekonomis. efisien. dan
efektif.

(3} Membantu efektivitas penerapan tata kelola di B LU} UPY" Pengawasan dan

Sertifikasi Benth Perkebuna,



47 Menangani permasalahan vang berkaitan dengan indikissi tejadinya KKN
(Kolusi, Korupsi. dan Nepotisme} wing menimbulkan kerugian BLUD LET
Pengawasian dan Sertilikasi Benih Perkebunan sama denpan unii ketja terkail

Tigas ¢

Tugas Satan Pengawss Inlornal adalah membantu  manajemen BUID UPT

Pengawasan dan Sertilikasi Benih Perkebunan untuk:

(1} Penganianan harte kekaiaan:

(7} Menciptakan akuriw sislem informasi keuangan;

(3} Mencintakan cfisienst dan produktivitas: dan

@y Mendorong dipatuhinga kebijakan manajemen dalam pencrapan Prakiek

Bisnis Yang Sehat

Hubungan Kerja dan Kewmangan

Hubungan kerja BILUD UPT Penguwasan can Sertifikasi Bewih Perkebunan

Melipeti:

A

Dinag metyusun rencona dan menetapkan target untuk kegistan pengawasan dan
sertifikasi DBenib Perkebunan umek di bahas dan  disepakati dengan UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benth Perekebunan

BLUIDUPL Penpawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan melaksanakan kegiatan
Pengawasan dan Scrtitkasi Benbk Perekebunan

Dirtas Perkehunan melakukan pengawasan dan pembinaan keplatan pengawasan
dan sertitikasi benth perkebunan,

Dinas Pekeburan melakukan evaluasi terkait selurub keglant & DLUD

BLUD menyusun RBA dan disetugen Kepala Dinas scbagarl bagian dan RKA Dinas
Perkebuanan

BLUDE T Pengawassan dan Semfikasi Benih Perkebunan menyvampakan laporan

knena dan kebangan kepada Dinas Perkebunan

Kewenangan BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benh Perkebunan

melakse inakan urusan  pemerintah  daerah berdasarkan asas omonomi dan  mgas

penthantuan df bidang porkcbunan sotta  memelenggarakan  fasilitasi  produks

tanaman perkebunan, sarand prasarand. dan pengolahan pemasaran hasil perkebunan

untuk meningkatkan produksi perkebunan



BAB 11 : PROSEDUR KERJA

Prosedur kerm dalam tata kelola BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikas Bunih
Perkebunan menggambarkan  pola tubungan dan mekanisme ket antar posisi jabatan
dan fungsi dalum organisasi, Prosedur kerja BLUD UPT Pengawasian dan Ser{ifikasi Benih
Perkebunan dalam rangka memberkan pelayanan kepuds musyarakat dituangkan dalum
bentak Standar Operating Prosedur {(SOP) pelayanan kegiatan seria pelayanan manzgjemen.
SOP diusulkean olch pelaksana kegiatan sesual kebutoban kemudian ditetapkun oleh
Kepala BIID UPT Pengawasan dan Scriifikasi Bemb Perkebunan Pemimpin BLLT
SOP {ersebut kemudian disosialisaikan kepada pihak-pihak terkait baik internal maupun
eksternal. SOP vang telah disusun dilakukan evaluasi secara berkaka dan dapar dibuat SOP
heru atau revisi jika diperlukan, Jenis-jenis SOP vang berlaku & BLUD LM Pengawasan
dan Sertifikasi Benih Perkebunan lebih lknpkap dicantumkan pada lampran. Sehain
melalai SOP, Skema kerja pelayanan df BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Denih

Perkebumran digambarkan juga dalan alor pelavanan yain:

2 Skema Sertifikas) Bemh Peckebunan

A, Kecambah Kelapa Sawit

=
FEUER |l
| SURAT PERATOHONAX LA
- o L]
) I | =
———_ g P EAFQEASHASIE LABQEAY HASTL
BFEATRINS ALY FEAERRRS AN ‘
d OLEWFET NLFIE AT
—_—— BAN A4 TALANALTS DARATAL Al |5 |
! L1
t? “:th \'ﬁ* l‘ LABMEATL I LM TAECHATLRILAL
TNTTIDCL ] = x
VERIFIKASE EERK3S FEMPILAM LS =
KECAMIE (BRI L. AlssAnEE | LAFOFEASHASL
L iginsahepraguial benily N FEALERAE S 4 4%
L Pskeoes gracazan el iadak 410 pakan ek J Frskaw | OLLHERT
A ’WZBL\x I'.'-'I:I.'I.:I'l."ﬂ-'ll DANAT & [ B0 S5
4 ectifiknl abm seae ketemean  nesbOoecemiaR AR Te] Em - i N8
vug Aleeriqriun sleb peonintann 1meipr: oy
L Dalisrreiegs
& [akmmes, releasi s aan ks, DA, miag
% rnir N e A
b Sereipelgiany Deliver: O ¢ nIN0D asl P AR
Rl ooy L AP S HY AT
FEAFRIKELL™
TLEH PET
LASAT AEAT 42 [
L ABOERATERIC'AL




B, Kelapa Sawit Pre Nursery/Main Nursery/Siap Tanam

Penyasme
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H. Pinang dalam Polvhag
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3. Skema proscdur penerbitan rekonendasi tzin wsaha produksi benih tanaman
perkebunan

I PERMOHUNAL §

v

BAGIAN TATA USAHA
BLUD UPT PSBP

baes

KEPALA BLUD PSPR
{DHSPOSIST)

KEFALA SEKSI
PEMNGA WASAN AN
PEREDARAN BLMIH

PENGAWAS BENMIH TANAMAN (PB1} PENERBITAN
REKOMENDAST DAN EVALUASL IZIN USALIA
PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

¥

PROSES PEMERIKSAAN LAPANGAN OLEI PRT
PENERBIT AN REKOMENIAS) DAN EVALLIASL 1IN
ISAHA PRODUKS] BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

v

PENERBITAN REKOMENBAS] IZIN UsAHA BENIH
FANAMAN PERKIEBUNAN




D BADBIV : PENGELOMPOKAN FLINGSI YANG {318

Pengelompokan fungsi BLUD UPT Pengawasan Dan Sertifikasi Benih
Perkebunan menggambarkan pembagian antara funps’ pelavanan dan fungsi pendukung
yang scsus dengan pengendalian mikemn dalam ranpga ofe ktifitas pencapaian orgamisasi,
Dari urakan struktur organisasi tersebut di atas, tergambar bahwa organisast BIL Ty UPT
Penpawwasan dan Serfifikast Benth Perkebunan dikdompokkan scsual dengan fungsi
schapal borikut:

{I} Telah dilakukan pemisahan fangsi yang tegas amtara Dewan Pengawas dan Pembat
Pengelola BLUTD yang terdinl dan Permunipin BUIL), Pejabat Keuangan, dan Pejebat
Teknis.

&) Pembagian tunesi pelayanan dan fangsi penwelenpparaan administeas;,

(3} Pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jels unmk mastng-m.ising fungsi
datamn orpamsasi yang ditélapkan melalul keputusan Kepala BLUD UPT Penpawasan
dan Sertifikasi Benih Perkebunan.

(4) rungsi andit intcnal di lingkunpan BLUD UPT Penpawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan dengan membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI}

Fuitgsi Orpamiszid BLUID UPT Pengaveasan dan Serifikasi Benih Perkebunan
dijabarkan schagal berikut;

1. Fongsi pelavanan
Fungsi pelavanan dilaksanakan oleh penangpung javwab dan pelaksana teknis meliputi
kegriatan:

#, Evaluasi Pohon dan Bebun Induk
h. Hertifikas] benih perkebunan
¢. Penguhian mutu beh dan penpawasan peredaran benth perkebunan,

d Rekomendast sebagal Produsen Benth Tanaman Perkebunan

[ R

Fungst penyelenggaraan administrasi.

Funesi penyelenggaraan administrasi dilaksanakan oleh sub bagian ata usaha toeliputi
kegiatan:

1) Penyelengyaraan adminisinas kepegawaian

21 Penvalenpyaraan penpelolaan keusngan

3 Penyelenguariian pengeiolaan baning, sanman dan prasarana



E BABV : BENGELOLAAN SUMBLER DAYA MANESIA
. Kebijakan Lmun

Kebijokan umwn pembangunan perkebunan adalah memberdayakan di hule chn
memperkuat di hilir pune menciptakan nitai lambah dan dava saing usaha perkebunan,
melahii pemberian insentil, pereiptaan iklim usahe yang kondusif dan meningkatkan
parlisipasi masyarakat perkebunan serta pencrapan  orpanisasi modem  vang

berlandaskan kepada penerapan ilmu pengelabuan dan teknologi.

2 Pengelolaan S1IM
Penpe lotaan sumber daya manusia merupakan pengaruran den pengambilan Kebijakan
yang jelas, terarab dan berkesinambungan mengenai sumber daya manusia pada suan
org ankast dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik pade jumbsh maupun kualitas
vang paling menguntungkan schingpa orgomisast dapat mencapal tujuan secara etisien,
efcktil, dan ckonomis. Sumber daya manusia yang tersedia i BLUD LPI
Pengawasan dan Sertiiikasi Benih Perkebunan dapat dildhat pada tabel berikut ;
Golongan,” Pangkat
URAIAN ASN | NON ASN | g = ;
nh fvia tid | e 1i/b
{Fembina ; {Fenia 3 [Pemata
Thlj (Phrabion Tk} ERERE | | MudaTid |
| Pejabai
| Strokiural
| =Easelon 11 | Orang | Cirang
| ~Esselon IV 3 Orang | Corang 20rang |
Fungsinnal mi
Tertent:
-PBT Al 3 Orang | Crumy 1 Chrang | (g
Fungstonal - .
Umum




-Pene b

| 20rang | 20runy

| =Pengukahb

Dot 20rang ' rang

-Ponzelola
Monitoring & | | Grang P Orang
Evaluas '

-Pemi rella
Prograni <an 1 Orung | Crang
Kniutan

Staf Irany |

Iumnlah

.3 Cirang 1 Crarg +30 rany £ Ohrang 20rang I {ramg
. I

J

I. BAB Vl: POLA TATA KELOLA K JANGIAN

L. Strukiur Anggariin
Struktur Anggaran B 1Y terdinl atas -
4. Pendapatan B LU

h. Belanja BLUD
¢ Pembiayaan BLUD

- Pendapatan BLUE werdicl darf ;

a, Jasa [ayunan
Pendapatan  yang berasal dari Jasa Tasanan merupakan hnbalan  yang
diperoleh dari tasa layanan vang diberkan masy arakat,

b Hibah
Hibah vang terdapat pada Pendapatan dapal berups hibah terikat dan hibah
fidak lerkat yang diperoleh dari masyarakat atau badan iz, Hibah digunakan
sesus dengan Wwjuanan permberian hibah dan selaras dengan atjuan BLUD
scbagaimana lercantum dalam perjanjian hibah,

¢. Hasil Ketja sama dengan plhak lain
Hasil kerja sammas merupakan hasil vang diperoleh dari kerja sama B 1UD

d.  APBD
Pendapatan vang berasal dari APBID merupakan pendapatan yang borasat dard
DA APBD



¢ Lain-tain pendapatan BLUD ving sah
Tain-Tain pendapatan BLUD vang szh meliputi
- Jasa gro
- Pendapatan bunga
- Keunlungan selisih nilai tukar supiah terhadap mata vang asing
- Komisi. potongan ataupun bentk lain sebagai akibat dari penjslan dany
atau pengadaan barang danfatau jasa oleh BLUD;
- Inwestass
Pengemhangm 18:ha
Pendapatan BLUD dikelola langsung imtuk membizyal pengeluarin BILIT sesuai
RBA, Kewuali yang bersal dari hibub werikat dan Pendapatan BLUD dilaksanakan
melalui Rekening Kas BLUL,
Pendapatan BLUD dikonselidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan
daeriah pada kode rekening kelompok peidapatan asii daersh pada jenis Jain
pendapat: i ashi daevah vang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD

- Belanj BLUD teridir dari :
a. Belanja Operasi
Bekinja Operasi adalab Belanja yany mencakup seluruh belanja B LUD unfuk
menjalankan tugas dan [unpsing. Belanja Operad meliput belanja popawat,

belanja burang dan jasa. belanja bunga dan belanja lain,

b. Delanja Modal
Belunjz Modal adalsh Belanja vang mencakup scluruh belanja BLUD unutk
perolchan assel Wiap dan aseel lalonya yang diberi manfizat lebih dard 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD. Bebanja Modal meliputi
belanja lanab, bekinja peralatan dan mesing belanfa gedune dan banpunay,

belanja jalan. irigasi dar jarinpan dan belanja asset tdap lainnys,

Belanja BLUD diinteprasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akum
belama dacrsh yang selanjuinya dirined dalam T (sam) program. 1 (satu) keglatan. 1
{satu) oulpul dan jenis belunja. Belanja BIUD dialokasikan unmwk membiayaf

program peningkatanpelayanan serla kepistim pelayanin dan pendukung pelivanan



= Pembiayaan BLUD
Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang petlu dibayar kemball dan/ atau
Pengelugran yang akan diterima kembali baik pads tahun angparan vang
bersangkutan maupun pada tahon angparan berikutnya. Pembiayaan BLUD terdin
dari :
a.  Penerimaan pembiay aan
Penerimaan pembiasaan meliputi -
- sisa lobib perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
- divestasi
- penerimaan uldng pinjaman
b Penpeluaran pembiiy @an
Penegoluaran pembiayaan meliputi -
= Jmveslasi
- Pembayaran pokok utang/ pinjaman
Pembigyaan BLUD  dimtegrasikandikonsobidiasikan ke dalam  RKA  SKPD
sefanjutnya  diintegrasikanidikonsolidastkan pada akun pembiayann pads Sutan

Kerpa Penyddolain Keuangan Daerah selasku Bendahara Umgrn Dagrah

Perencanaan (an Pengangsariin BLUD

Unit Pelik sana Teknis Dinas/ Badan Daerah vang menerapkan BLUD mwienyusun RBA,

mengacy pads Renstra, RBA vang disusun berdasowkan

8. Anpparan beérbasks Kinerju
Angparan berbasis kinerja meruwpakan analisis kegialan yang berorientasi pada
peneapaian owiprd dengan penggunaan sumber daya secara efisien

b, Standar satuan harga
Standar satian harpa merupakin hdrgd saken setap unit barangfasa yang
borlaku disuatu ducrsh, Bagi BLUD yang belum menswsun standar saruan harga
dapat menggunakan stindar saman harpa vang telah ditetapkan cleh Keputusan
Kelapa Daerah.



¢ kebutuhan belanj dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh
dari fayanan vang diberikan kepada masvarakat, hibah, hasit kerja sanm dengan
pibak lain dan‘atau hasil wsaha lainnya, APBD. den sumber pendapatan BRI
lainmya merupaken pagu belanja yang dirinetkan menurut belanja operasi dan

belagja modadl.

- RBA pads BLUD meliputi:

a. ringkasan pendapatan, bekima dan pembiayaan
ringkasan  pendapatan., belanja don  pembiayaan merupakan ringkasan
pendapatan. belanja dan pornbliy

b fincian anggaran pendapatian. bolanja dan pembiayaan
rincian anggaran pundapdlin, bedanja dan pembiayaan merupakan rencana
anggaran unmk seluruh kegiatan tahonan yang dinvatakan dalam samian
uang yang tercemn dari roticans pendapatan. belanja dan pembia yaon

i, perhkiraan harga
petkiraan barga merupakan estimasi harga jual produk barang denistau jsa
getclah  memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat marpin vang
ditentukan seperti tereermin darl Varl Layvuman

d. besaran persentase ambang batas
hesaran perseiitase ambang barts merupakan besaran persentase perubahan
giwe et besuetber darl pendapatan operasionsl yang diperkenankan dan
diteninkian  demgin  mempertimbangkan flukmasi  kegiatan  operasional
BLUD

perkiraan maj atau_forvward estonale

2

perkirdan mayp atau forword estimote mervpakan perhitungan Kebutuhan
dana untuk tahun anggaran berkutnyg dan tahun yang direncapakan euna
memastikan kesitambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan

menjadi dasr penvusunan anggaran tahun berkutnya

RKA merupskan kesatuan dag RBA, RKA beserta RBA disampakan kepada PPRD
schagai bahan pemusunan rancangan persturan daersh tentang APRD). Selanjumya
FPKD menyampaikan REA beserta RBA kepada tim anggaran petngrintah dacrah
nntuk dilakukan penelashan. Hasil penelanhan digunakan sebagai dasar pertimbangan

slokasi dans APBD untuk BLULY. “fabapan dan jadwal proses pemyvusunan dan



Led

penctapann REA mengikuti tahapan dan jadwal proses pemyusuoran dun perretapan
APBD.

Pelaksanzan Ampyriin BLUD

Pada Pelaksanaan Anggran RLUD, BLUD menvusun DPA  berdasarkan
peraturan daersh fentang APBD unwik diajukan ke pada PPKID}, 1WA yang diajukan
memuat pendapatan. belanja dan pembrayaan. Pelaksaanaan Angearan vang berasa
dari APBD digunaakan untuk helanja pegawal, belanja modal dan belanja harang dan/
atau jasa vang sesual peraturan perundang-undangan.

Pelak sanman Angearan dilakukan sccara berkala sesual dengan kebuluh:an yang
telalt ditetapkan  depgan  memperhatikan  anpearan kag  dalam DPA dan
memperhitungkan :

a Jumlah kas vang lersedia
b Proveksi pendapatan
¢. Proweksi pengelu:ran

[IPA dan KBA yang tclah disuhkan menjadi lampiran perjanjian kinerfa yang
ditandatanpaniolch kepala duerah dan pimpinan. Perjanjian Kinerja amtara lain
memual kesangypupan unluk meningkatkan -

a. Rincrja polasatan bagl masysrukat
b, Kinerja kenangan
c Manfaat basr masyarakat

Dalam pelaksanaan anggaran. pentumpin memzsun laporan pendapatan BLUD,
iaporan belanja BLUD dan laporan pembiavaan BLUD seema borkais kepada PPKD,
Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUT. Rekening
kas BIUD digunakan untuk menamping pensrimaan dan penpehizran kas sang
dananya bhersumber dar pendapatan BLELY. Dalam  pengelolaan kas, BLUD
meiyelenggarakan :

DEMENCANAAn penerim:aan &m pengeliaran kas:

o B

pemuntputan pendapatan atau tapihan:
penerimann kas dan mengelola rekening BLUD:

permbiny aran:

rooop

perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek

=

pemanfizatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambshan



Dalam pelaksanaan anggaran. BIUD melakukan penatausabaan  keuangan
paling sedikit memuak

a. pendapaian dan belanja;

=

penerimaan dan pengelearan:

0

utang dan plulang:

=

persediaan, aset telap dan utvestast

chuntas,

£

Ketentuan mengenai pelaksanaan angparan diatur dengan Peratiran Kepala Dagrah

Pengelolaan belanja BLULY diberikan Heksibillay denpan mernperimbangkan
volume kegiatan pelayanan, Heksibillilas moerupakan bebanja yang disesuaikan denpan
porubiahan peindapatan dalam amabang butas RBA dan DPA wung elah dilelapkan
secara definitif Ambang batas merupakan besaran persentase realisasi belanga vang
diperkenankan mefampaui anggariin dabam RBA dan DPAL Dalam hal belanja BLUD
melampaui ambang bates ledebih datuldu mendapat persclujuan kepafs doagub dan
untuk  kekuranzan dnpggaran BLUD mengajukan usujan tambaban anggacsn  dari
APBD kepada PPED.

Besaran presentase ambang baras dibitung tanpa memperhitungkan saldo awal
kas, Hesaran presentase ambanpe  batas  memperbituppkan  flokoas)  kegiatan
operasional, melipull ;

a. kecenderunganitren selisih anggaran pendapatran BLID selain APBID tahun
berplan dengan realisasi 2 (dua) talun anggaran sehelumnya
b, Kecenderupgan/tren selisib pendupatan BLUD selan APBD dugan propnosis

lahun anggaran berjalan.

Piutang dan Uteng/ Pinjaman

BT mengelola purang schubungan dengan penyerahan barang  jsa.
dan/atau ransaksi vanp berhubungan langsune atau tidak langsung dengan kegiatan
BLUD. BLUD melakukan pepagihan putang pads saa jatuh tempo  dengan
melengkapi administrasi penagihan, Uniuk bl pivtang vang sulit tertagih diserahkan
kepada kepala daerah dengan melampitkan bukti yane sah piutang dapat dihapus

svcara muttak dengan cam diatur denpan Peeaturan Kepala Daerah,



L

BLUD dapal mdakukin  wlangpinjaman  schubungan  dengun  kegiatan
operasipnal danarau perikatan pinjaman dengan pihak lain. Utlanp/pinjaman benpa

ulanyfpinjaman pingka pendek alau utang/ pinjamen jangka Panjang,

Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran

BLUED  dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfiaat  bag
peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masvarakat serta tidak
mengeangeu  likuiditas keuangan DBLUD dengan tetep memperhatikan rencana
pengeluaran. Tnvestasi yane dapat dilakulan BLUT adatah Investasi jangka pendek.

lnwestast jangka pondek dapat dilabukan dengan mengoplimalkan surplus kas
Jangka pendek denpan memperhatikan rencana penpehiaran,

Imestasi jangka pendek meliputi :

2. depostte pada bank umum dengan jangka wakm 3 (1ga) sampa dengan [2 (dua
bekas) bulan Japftan yang dapat diperpanjang secara ¢roenatis
b, sural bertharea neg arajangka pondek

Karakreristik tnvestasi jangka pendek vaitu
a, dapat segera diperjualbelikan / dicairkan
b ditujukan unluk mesnamen kas

¢. mstrurmen keuangan dengan risiko rendah.

Sisa lebih perhilungan amegaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisast
penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) lahun angguaran, Sisa lebib
perhitungan anggaran BILT dihitung berdasarkan laporan reaiisasi anggaran pada 1
(satu) periode angparan. Sisa lebth perhitungan anggaran BIUD dapar dizunakan
dalam lahun anguearan berikutmya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan
sehapian atay seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi lkuiditas
dan rencany pengeluaran BLUD.

Defisit anggaran BLUD merupakan selisib kurang antara pendapatan dengan
belanja BELL), Dalam hal anggaran BIUD  diperkirakan detisit, dilelapkan
pembiavaan umuk menulupi delisil tersebul antara fain dapat bersumber dan sisa lebih

perhitungan anggaran tahun anggaran schelumnya dan penerimaan pinjaman,



Penvelesaian Kerugian

Setiap kerupian daeah pada BIUD tindakan mclawan hukum atau vang
disebabkan oleh kelalaian seseoriang diselesaikan sesuai denpan kelentuan periiuran
perundang- undangan mengenal penyelesaian kerugian nepar vdaerah

Pelaporan dan Pertangpune jawahan

BLUD  menyusun  pubporaat  dan pertangpunglawaban  boups laporan
keuangan. Laporan Keuangan tepdini dari:
a. Laporan realisast anggaran
b. Taporan porubahen saldo anggaran lehih
¢, Meraca
d. Laporan opctasiomsl
¢ Luponin arus kas
f. Laporan perubahsn ckuitas

g Catatan ans laporan keuanhipan

Laporian keuangan B LUD disusun  berdasarkan standar akutansi pemerintah,
dalem =l tersebut bt slundar akutansi pemerintal tdak mengatur jenis wsaha BLUD.
BLUTY mengembangkan dan monerapkan kebijakn akuntansi, Taporan keuanpan
disertai dergan laporan kinegfu yang bertsikan informasi pencapaian hasi atan
keluaran BLUD. Laporan kevangon disudit oleh pemertksa eksternal pemuriniah
scsuat dengan ketentuan peratiran perundang-undangan.

Pemimpin menyusun laporan kesangan semesteran dan labunan, aporan keuangan
tahunan disertai dengan laporan kinerja paling kma 2 (dua) bulan setelab periode
pelaporan  berakhir, sctefah dilakukemm reviu oleh SKPD  yang membidangi

pengawasan di pemerintalt daerah.

PIL GUBTRALR RIAT,
ttd.

SHHKRIYANTO


Admin
Typewritten text
ttd.


Lampiraz I PERATURAN 12 GUBERNUR
RIALU  NOMOR TAIIUN
2024 TENIANG POLA TATA
KELOLA, RENCANA
STARTEGIS DAN STANDAR
PEIAYANAN MINIMATL, LN

PELAYANAN TERKNIS
PENGAW 54N DN
SERITHEASS BENIH
FPERKERINAY £MNAS

FERKEBIN AV

RENSTRA

A BAB| @ Pendahuluan

l

Latar Delakang

RKencana Strategis {Renstra) adaiah dokumen 5 (hmia} tahunan yang memnat visi, misi. program
strateens, pengukuran pencapaian kneca dan arah kebijakan operasional Badan Lavaman Umum
Dazrak {BLUDY,

BLUD adafah sistery yapg Jiterapkan oleh satuan kerja perangkat deerih atau unit sawan kega
perangkat daerah pada satwen kerja perngkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada
niasyirubkal yang mempunyae ek sibilitas dalam pola pengeloksan Kevangan sebagal pengecushan
dan ketentuan Pengelolian Kevangan Drerah pada Umumnya.

Rensira BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Denth Perkebunan tahun 2024-2028 merupakan
dokumen perencanaan perangkat daerah, vang berfunest sebagal pedoman dalam senyelenggaraan
pelavanan BLLUD urusan Perkebunan tahun 2024-2028.

Rerstra BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benth Perkebunan whun 2024-2028 disusun
sestal  dengan  kemntuan peraursn perundang-undanoan  schagal bagian dari Renstra Dinag
Perkebunan Provinsi Riaw

Renstra BLUD Pengovasan don Sertittkast Benih Perkebunan mhun 2024.2028 schapai pedoman
datam penyusunan Rencana Bisnis dan Anpearan (RBAY BLUD Pengawasan dan Sertilikasi Benib

Purkebumnan tabun 3024-2028,

landassan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rensira BILUD Pengawa:san dan Sertifikasi Bemb Perkebunan tahun
2024-2028 adatab sebapar beokul ;

1. Undang-Undang Nomor 12 wthun 1992 temanyg Sistem Budidava Tanaman:

2. Undang-Undang Nomer 17 tahun 2003 tenlang Kevangan Negara {Lembanan Negara
Republk Indonesia Tabun 2003 Nomoer 47, Fambahan lembaran Negara Ropublk Indonesia
MNomor 4286;
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Lndang-Ludang Momor 1 Tahun 2004 (entung Perbendaharaan Negra (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambaban Lembaran Nepara Republik Indonesia

MNomor 4355,

Undang-Undang Neomor 23 tahup 2014 temtang Pemerintzh Doerah  (Lembariin Nepara
Republik Indonesia tahun ‘A)04 Nomor 4437), sebagaimana telab heberapa kali divhab terakhi
dengan Undang-{Undang Nomeor 12 tshun 2008 tentang Perserintah Pacrah (Lembaran Nepeary
Republik Indonesia tabun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran MNepara Republik Indonesia

Nomor 48443

Undang-Indang Nomor 39 tahun 2014  tentang  Perkebuman  (Lemboman  Negara
Republik Indonesiz Tahun 2014 Nomaor 3613);

Peratoran  Pemerintab Nomor 8 tabun 2008 temntang Tahapan, Tata Cara Penyusunan.
Pengendatian dan  Cwvaluasi  Peiaksanaan Rencana Pombacpupan  Dagab  (Lembunin
Negara Republik Indonesia tabun 2008 Nomor 21, “Tambabuan Lembaran Negama Republik

Indonesia Nomaor 4817y

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuanpan Daerah

{lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2004 lentang Sistern Akuntabilitas Kinerja  Instanst
Pemerintah;

Peratarian Menetri Dalam Negeri Nomer 79 Tabun 2018 tentang Badan Lavanan Umum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 1213)

. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 Tahun 2019 Tentany Pedoman Produksi Pemeriksaan.,

Peredaran dan Pengawasan Benif “lanaman Kolaps;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 ‘lahun 2019 Tentang Pedoman Produksi Pemeriksaan,

Peredaran dan Pencawdsan Benth Tanaman Pinang:
L (H

. Peraturan Menten Pertanian Nomor 27 Tabun 2021 Tentang Pedoman Produksi Pemeriksaan,

Percdaran dan Penpawasan Benih “Ranaman Kopi,

Peraturan Pemerintah Nomor 33 “labun 2023 wntang Ketenlwan Umum Pajak Daerah dan

Retrnibusi Daerahr (Lembarm Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85):

Keputusan Meneri Pertanian Republik Indonesia Nomor 329K ptis/KROZGAD2015 dentang
Pedoman Produksi, Pemeriksaan, Peredaran dan  Penpawasan Benih Tanaman  Supu

{Metroxslon, spp)k;

Keputusan Mentert Pertanian Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KB.O20/032019 Tentang

Pedoman Produksi, Pemenksaan, Peredurin dun Pengawiasan Benih Tanaman Pinang:

Keputusan Menteri Pertanian Repu blik Indonesia Nomeor 26K pts/KBO20/05/2021 “lentang
Pedoman Produksi, Pemeriksaan, Peredaran dan Pengawasan Benith Tanaman Kelapa Sawit

{Clacis guineensis Jacq):
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Keputusan Menteri Pertanian Republik indonesia Nomor 27 pts/KBN20/05/2021 Tentang
Pedoman Produksi, Peroesiksaan. Pacidaman dan Pengawasan Benih “lanaman Kopi {(Uotlea.

PPl

. Keputusan Menleri Puatanian Republik Indonesis Nomor S7/Kpts/KBOZOMT2022 lentang

Pedoman Produksi, Pemeriksaan, Peredaran dan Perpawasan Benih Tanaman Kelapa (Cocos

nucifera 1} :

Peralur: n Daerah Provinsi Riaw Nomor 4 Tahun 2016 wentang Pembentokan dan Susunan
Perangkat Daerah Prosingt Fiau {Iembaran Daerah Proving Rizu Tahun 2016 Nomor &)
sebagamana telah diubah beberapa kol terakhir dengan Peraturiin Daerith Provinsi Riau
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keduoa Atas Peraturan Daerah Nomos 4 Tabun 2016
nlang Pembuntukan &in Susuman Perupgkal Dacrah Provinsi Riw (Lembanin Dacrah

Provinsi Riau Talm 2020 Nomor 7y

Peraturan Gubemur Previnst Riau Nomior 3) “lahun 2022 Tentang Perubahan Atag Peraturan
Giubernur Nomor 42 Tahun 2012 Temang Rencana Strategis Perangka Daerah [X Dhgkungas
Pemenintah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024,

Peraturan Guberour Riau Nomor 53 lahun 2023 temtany Kuodudukan, Susunan Onganisasi

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Dasrah.

2Z2Pcraturan Gubernur Riua Nomoer 47 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada

Dinas Perkebunan Provinsi Riauw.

Maksud dan Tujuan

Maksud penvusunan Remstra BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikosi Benih Perkcbunan tatun
2024-2028 adalah Renstra BLUD UPT Pengawasan dam Sertifikasi Benth Perk ehunan valun 2024-

2028 diwsusun untuk menjelaskan statepl pengeiolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokast

sumbier duva dan Kinerja dengan meng gunakan tekmik analisis bisnis.

Tujuan penyusunan Renstra BLUD UPT Pengawasan dan Sentifikasi Benih Perkebunan lahun

2024-2028 adalah

[

Merumiskian wjuan dan sasaran pelasanan BLUD tPT Pengawasan dan Sertfiftkast Beaih
Perkebunan tahun 2024-2028:

Merumuskan strategi dan arsh kebijakan. guna mencapai target Kineria Prounam Priorias,
vang menjadi Tugas dan Funpsi BLUD UPT Pencawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan
tahun 2024-2028:

Merumuskan rencana progmm, kegiatan. sub kegiatan. indikator kinerja, kelompok smaran
dan pendanaan indikatif tahun 2024 2028 dm

Meramuskan kinerja  penyeleng garaan urusan  pemerintahan  dacrah pada BLUD  UPT

Penpawasan Jdan Sertifikasi Benih Perkehonan tehun 2{124-2028



4. Siswematika Penculisan
Sistematika penulisan Renstrz BIUD UDT Pengavasan dan Sertifikas/ Benth Perkebunan (ahm

2024-2028, secara garis besar adalah sebagar benkut:

1. BAB | Pendzhuluan

Memuat Jatar belakang, dasar hukum pemyusunan, maksud dan Wpan,  dm sstematika,

]

BAB TIRencana Pengembanpan Layanan

Rencana  pengembungian  adalah  rencana vang Hgin dikembangkan oleh BLUD unuk

memberikan kyanan vang bermwiu, sesust kebuluhan masyarakat, dan mendukung pencapaian

wpan BLUD UPT Penuawasan dan Seriitikasi Benth Perkebunan, Dinas Perkchunan dan

Pemerintah Daerah serta Program Prioriias Nasional,

3. BAB I Stategi dan Arak Kebijkun
Strategis dan Arah Kebijakan adalah suatu upayd-upaya statepls serta dukungan kebijakan
BLUD UPT Pengawasan din Serifikas! Beaih Perkebwnan,  Dinas Perkebunan  umiuk
mencapai wpuan darf BIUD quna mendukung pencapad Wjuan dinas dan dacnih war jayanan
publik dan bisnis BLUD schatl. terarah, efision dun efektif .

4 BAB IV Rencana Mrogram dan Kepiatan
Rencana Program dan Kegiatan adalah jabaran tentang program dan keyiatan vang dijatankan
dan pengembangan selama periode 5 tabun vang disertal Tuman Keglatan. Indikator dan 1arget
sclama perode 5 Tahun:

3 BABY Rencana Keuangan

Rencans Kevangan adalah gambcmn Proveksi keuangan 5 ¢imal tabunan ¥ang [miermuat

perkiraan capaian kincrja keuangan tahunan sclama S (lima) tahun.

6. BAB ViPenutup

B. BABIl: Rencana Pengembangan Lavanan
l. Tugas Fungsi dan Strukiur Crganisasi BLLIDUPT Pengawasan dan Sertifikas) Benih Perkebunan

LIPT Pengawasan dan Serifikesi Benih Perkebunan dibentuk bordasurkan Peraturan Gubernur
Riau Nomor : 47 Tahun 202} tentany Unit Pelaksana ‘feknis {(UPT) pads Dinas Perkebunan
Provinsi Riau,

Strukiur organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benth Perkebunan sesual dengan

Peraturan Gubernur Risu Nomor: 42 Talun 2019 temang Kedudukan, Susunan Organisasi

‘Tugas dan Mungst serta Tata Kega Dixas Perkebunan Provinsi Riau, sebapad berkut ;
Tugas dan fungsi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Peckebunan adalah sebagal berikut :

1. Kepala UPT
Tugas
Melaksanakan sehagian  kegistan tcknis operasional  danfatan  kepiatan  teknis

peumijang Kepala Dinas di bidang Pengawaniam dan Sertitikasi Benih Perkebunian






!;.}

Fungs:

a4 penvusunan program kerja dan mentana Operasional pada UPT Penpawasan dat Sertifikasi
Benih Perkebunan:

b penyelengparaan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil peliksandan tugas
d lingkup LUPT Pengawasan dan Sertiitkasi Benih Perkebunan:

¢, pemelengparaan pemantauvan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesual dengan
tugas yang tefah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan

d  pelaksanaan tugas kedinasan Jam vang diberikan Kepala Dinas sesual ugas dan liungsimya.

Kepala Subbagian Tata Usaba

Tuagas :

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;

b, membagi tgas. member] petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanasn wypras bawatran &
lingkungan Subbagian lata Usaha:

¢,  melaksanakan penyusunan Standar Oper: asional Proscdut;

d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;

e, melaksanakan fiasilitast administriasi Kepegawatun, administrasi keuangan. penatausahaan
dan pelayanan masyarakat;

f.  melaksanakan koordinasi penyusunan Analiza Jabatan, Analisa Beban Kerja. pata jabiitan.
proyeksi kebutuban pegawai, standar kompetensi, dan evalu: as1 jabatan:

g mckaksanakan pengclolaan kearsipan dan dokumentasi:

h.  meleksanakan penyusunan kebuban, pemelhariaan  sarana  dan  prasarana Kantor,

)

kebersihan, keindahan. keamanan dan ketertiban kantor;
melakukan pemantauan. evaluasi din membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
pada Subbagian fata U'saha: dan

melaksanakan mgas kedinasan lain yang diberikan aasan sesual tugas dan fungsinya.

Kepala Scksi Penpawasan dan Peredaran Benih

Tugas:

a

o

s

mercncanukan  program/kegiatan dan penganpgaran pada  Seksi Pengawasan  dan
Pere daran Denih:

nierbagi twgas, memberi peiunjuk dun memerksa hasil pelaksanaan tupas bawahian d
lingkup Seksi Pengawasan dan Poredaran Bewnih:

melaksanakan perencanaan teknis & seksi Pengawasan don Peredaran Benih
melaksanakoan koordinesi penpawasan dan peredaran benih perkebunan;

metaksanakan pelavanan pengawasin din peredaran bemih perkebunan masyarakal dan
dunia usaba perbenihan perkebunan:

melaksanakan pengujian terbadap legalitas dokumen penyerta benih:

melaksanakan penanganan kasus peredanian burih tidak sesuat dengan label;

melaksanakan penyiapan bahan dalim  mensosialisastkan penggunaan benlh  unggul

bersortiti kat dan barlabel:



I.

melaksanakan pelayanan penerbiton rekomendasi sebapai produsen henih tanaman
perkebunan:

melaksanak:an inventarisasi dan pembinaan terhadap produsen benih perkebunan:
melaksanakan kegiatan pclayanan retribusi untuk Pendapatan Asli Dacrab (PAD):
melaksanakan monitoring data stok dan penyaluran benih tanaman perkebunan:
melakukan pemantauan, evaluasi dan membual laporan polaksanaan wpgas dan kegiatan
pada Scksi Penpawasan dan Peredisran Benih:

melaksanakan tugas kedinasan Jain yang diberikan atasan sesual tagas dan fungsmya

Kepala Scksi Pengujian dan Sertifikasi Benih

Tugas :

a.

merencanakan programkopiatan dan penganggaran pads Scksi Pengujan Mum dan
Sertifikasi Benih:

membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksansan tgas bawahan di
fingkungan Seksi Pengujian Mute dan Sertifikiasi Benih:

melaksanakean pelavanan pengujian dan ser(ifikasi benih perk ebunan masyarakat dan
duria usaha perbenihan porkcbunan bekerjasama demzin pengawas benih tanammn
perkeburan;

melaksanakan perencanaan teknis d Seksi Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Denih:
melaksanakan kegiatan pelayanan retribusi untak Pendapatan Asli Dacrah (PAD);
melaksanakan penifaian kelavakan ethadap caton pohontrumpun Induk dalam rangka
persiapan pelepasan varietas alss pendafaran calon varietas unggul bara;

melaksanakan penilaian terhadap pohon induk tavaman sebagai sumber enwes untuk
perbanyakan bendh tanaman perkebunan;

melaksanukan cvaluasi terhadap Pohon Induk Unggol/Pohon Induk Terpiily Unggul
Lokal/Blok Penghasil Tinggi Tanaman Perkebunan;

melakukan invenarisasi sertitikasi benih perkebunan:

melakukan inventarisasi peredaran penvaluran benih tanaman perkebunan;

melakukan pemantawan, cvaluasi dan membuat kporan pelaksanaan tugas dan keplatan
pada Seksi Penguifan Mutu dan dan Sertifikasi Benih; dan :

miclksanakan tugas kedinasan luin yang diberikan atasan scsuai tugas dan [ Ungsmy



3. Kelomipok Jabatan Fungsional
Kelompok jubatan lungsional mempunyai tugas scsuar dengan ketentuan peraturan perundang-

undangar,

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
Badar Layanan Umum Daerah UPT Pengawasan dan Pemertksaan Benih Perkebunan Provinsi Riau

KIPALA BLUD UPT l
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN .

BENIH
"\ SUBBAGIA N TATA USAHA ‘
- | -
SEKSI SEKSI
PENGAWASAN DAN PEREDARAN BENIH PENGUNAN DAN SERTIFIKASE BENIH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIOMAL

2. Sumber Daya BLUD UPT Pengawasan dan Scrtiflkasi Benih Perkcbunan

Dalam rangka menjalankan weas dan fangst UPT Pengawasan dan Serfiflkasi Benth Perkebunan
didukuny sumber daya sebagai berikur :
L Sumber daya manusia

Untuk mendukung wgas dan funesi 1P Pengawasan dan Serlifikasi Benh Perkebunan

didukung persontl sehagai herikut:

Tinckat Graldpesan (Ovang)

Pendidikan il 111 ‘ |'\-_' .
1 81 Rl e
z | = el 2 3
Total Sl gr 4



3. Kinerja Pelayanan BLUD UPT Pengswasan dun Sertilihasi Benth Perkebiman 2024 2028

Tingkat capaian kinerja byaman UPT Pengawasan dan Scrtitikasi Benih, adalah sshags

benkit

Pemetiksaan kecambah/penih Tanaman Perkebunan

Rencana Peningkatan Pelayanan Kedepan unutk lebih maju UPT Pengawasan dan Sertifikast

Renih. adabh sebagai berikut:

Jasa pengujian Bunih di laboraturiom

Jazsa Pemeriksaan Varietas Tomaman Porkebunan

4, Kelompok Sasaran Lavanan

Kelonwpok Sasaran [ayanan TPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih adalah sebagai berikut :

¥
-

Pelaku Usaba Produsen Benth Tanaman Perkebmnan

Pelaku Usaha Perkebunan

C BAB Il : Siraws] Dan Aral Kebijakan

k

-2

Visi

Visi Lavanan BLLID [JPT Pengavvasan dan Sertifikasi Benih adalah sebagai berikut :

Mevwujudkan layangn RLUD yang sehat. teramsh, clisicn dan efektif & lingkungan UDT

Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Pepjelasan Visi

I

hisl

Schat : menpelola keuangan dan melaksanakan praktk bisnis vang bertanggungjawab dan

transparan serta {idak bertentanpan dengan peraturan perundang-undangan.
Terurah - peningkatan layanan sesuai dengan arah kebijakan dan kebutuhan masyarskat.
Eiisien : kemadahan layanan dan tidak menghambat iklim investasi & daerah,

Efeknif: tidak menimbulkan ckonomi biasa tinggi dan tepat wakru.

Misi Tavapan BLUD UP1 Pengawasian dan Seriifikasi Benih adalah sebagal berikul -

1.

Mewujudkan BLUT yang sehat melalui mengelola keuangan dan melaksanakan praktlk bisnis
yang bertanggungjawab dan transparan serta tidak berteatangan dengan peraturan perundang-

unckingran,
Meningkatkan lavanan yang teranih dan scsual dengan kebutuban masyarakat.
Memberikan pelayanan yang mudalt dan tidak menghambat ikdim investasi & dacral.

Pelavanan yang cepal dan (epat waktu serta tidak menimbulkan ekonomi biaya ungpl



3. Srrategi Pelavanan

Burdasarkan capalan kinerja pada Bab 1l Strategi Pelavanan UPT Pengawasan dun Sertilikasi
Benth adulah sebagai berikuol

i.

L

Meningkatkan kuzlitas dan kuantitas pelavanan Pemeriksaan mutu benih
Melaksanakan Pemantaapan Mum kstemal (PMLE),

Meningkatkan profesional SDM sesoa standar kompetenst.
Melaksanakan fungsi manajemen secara balk dun benar.

Menyediakan Sarana dan Prasarana yang memadat

4, Arah Kebijakan

Arzh Kebijkan terkail dengan wpas e fonpsi serta urusan pemerintahan daerah pada UPRT

Pengawasan dan Sertifikasi Benth adalab schagal benkut :

L.

Lak

[

Memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan Pemerdssian dan pengujian muty benth sesual
statidar nasional;

Melaksanakan Monitoring dan Pengavwasan Bumb Tanaman Perkebunan:

Memberikan pelayanan secara profe:sional sesuai denpan Sistem Mana jemnen Mutu;

Menjumin  sclureh  pepawai  memahami  dokumentasi Sistem  Mangjernen  Mum dan
menerapkan dalam pekerjuan, bertanppung jawab secara hukum dan teknis, serta bebas dint
pengaruh komersial. keuangan maupun lekanan lain yang dapat berpengaruh turuk terhadap
il kerjanya:

Melaksanak:an  Pemantapan Mutu SDM;

Metalksanakan pengadaan din pemcliharaan sarana dan prasarana

I BAD {V: Rencana Progren dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintabh Dac rah

Mengur:sikan Rencana program, keglatan, subkegiatan beserta Kinea, indikator. target. dan

pagunya mengacy pada Peratwran Menteri Dalam Negeri vang mengatur terkait dengan

nomenklatur program/’ kegiat:in! subkegiatan dan pemutakhirannya).

A. Program Pepupjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

. Program ini dimaksudken untuk menunjang urusan perangkat daguh Dinas Perkebunan di
hidang perkebunan Tahun 2024-2028 scbagai berikut :
4 Kinetja Program - Menunjang urusan pernermtaban daerah melalui Kineru layanan
BLLD.

b} Indikator Program ; Jumlah lavanan BLUD yang mendukung drusan pemerintahan
dacrah,

Kupiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Tabun 2024-2028 adalah sebagai berikul :

fea

2 Kinerjp Kegiatan @ Meningkatnya layanan BLUD.

B Indikator Kegiatan ; Jumlah layanan BLUD yang ditingkatkan



3. Sub Kepiatan Pelmanan din Penunjung Pelayanan BLUL Tahun 2024-2028 adalab sebagai
berikut :

at Kineja Sub Kegiatan : Tersedianya Pelavanan dan Penunjang Pelayanan BLLUD.

by Indikator Sub Kegiatan : Jumlah lawnen dan penunjang fayanan BEU'D ang
disediakan
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E. BARY : Reoeana Keuanpan

B 1D merupakan bapian dari Pengelolsan Kevamgan Daerah. vang merupakan kekayaan daerah
vang tidak dipisahkan vang dikelola untuk menyclenggarakan Kegiatan BLUD sang bersangkutian
scsual dengan ketentuan peraturan perundany -undangan dan menyusun  repcana bisnis  dun
anggaran serta laporan Keusngan BLUD disusun berdasackan Siatemn  Akuntansi Pemerintah
(SAPY.

Seluruh pendapatan BLULY dapat digunakan langsung untuk membiayai belanga BLID yang
bersangkutan, Pendapatan B [UD meliputi pendapatan yang diperoleh dori aktivitas peningkatan
kualitas pelavanan BLUD sesual kebutuhan, Retribusi dipungut ates pelayanan yang diberikan
oleh BLUD. pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disctorkan ke rekening kas BLUL sesuai

denzan ketentuan peraturan perundang-undangar.

Rencana bisnis din anpuaran sota laporan kewangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan
schapai hagian yang tidak terphuhkan dari rencana kevja dan angganan, APBI) sena laporan
kevang an dan Kinerja Pemerintah Daeriih,

Cambaran Proyeksi keuangan 5 (lima) tahuman yang momvat perkiraan capaian kinerja keuangun

tahunan sclama 3 (litna) tabun, adalah sebagai berikul -
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BARVI:Penelup

A, Kesimpulan

Duafi  penyusunan Rencana Strategi Badan Layanan Umum Dl LpPT
Pengawasan dan Pemerikszan Benih Petkebunan Provinsi Riau dapal diambil
kesimpuban amaa lain:

1. Sistem pengelobsan Badan lavanan Umum Daersh UPT Pengawasan dan
Pemeriks:n  Renth Perkebunan Provind Risu  dikcmbangkan  berdasarkan
Peranwran dan Perundang- undanpan yang berlaku.

2 Pelak sangan penpelolaan BLUD i discsuskan dengan Rencana  stratepis
Badan Layapan Umum Dasrah UPT Pengawassn dan Pemeriksaan  Benib
Perkebunan Provinsi Rinu wang teemvat dalam Rencana Pengelolaan langka
Mencngah Daerah (RPJMD) Provinst R,

3. Dmlam pengelolaan  Badan lypvanan Umum Damah UPL Pengawasan dan
Pemeriksaan Benth Perkcbiman Provinsi Rlaw  memerlubsn  anggaran  agar
pelaksanaan pengelulsan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4Meoninpkatnya penggunazn benih bersertilikal unmk nmenjamin kesejahleriaan

sektor perkebunan

Saran

Dengan melhat Potensi Badan Layanan Umum Dacrah UPT Pengawasan dan
Pemeriksaan Benih Perkebunan Provinsi Riau sangal berpengaiib terhadap Laia
kelola keuangannya sehingga pengelolaan Badan Lavinan Umum Dacrab LPI
Penpawasan dan Pemeriksaan Benih Perkebunan Provinsi Rimu skan bordampak
seearackonpmis terhadap dacrah. serta dibarapkan mampu mewujudkan visi Badan
layanan Umum Daerah UPT Pengawasan dan Pemeriksaan Bemih Perkebunan
Provingi Rigu™ Mewa judbon layananr BLUD yang schat, lerarnh, efiden dan

efetriy & linghungan UFT Pengowasan dan Serdi fikasi Benilt”

2. GUBEBRAUR Rial,

ttd.

Y ARIY ANIL)


Admin
Typewritten text
ttd.


lampiran 11 PERATURAN GUBERI NTR
RIATI  NOMOR 12 TAIUN
2024 TENTANG rona TATA
KELOLA, RENCANA
STARTEGIS DAN  SIAINDAR
PELA YANAN MINIMAIL {IMNT

PELAY ANAV TEKNS
PEMAFAS AN DAV
SERTIFTE 45 BENII
PEREEBUNAN INAS
PERRKEBINAN

=PM

A Dasar Hukum

l.

I-J

o e b

ki

Thdang-Undang Nomor 25 tahun 2009 teniang Pefay anan Pubiik.

Lndang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomoer 23 Tahun 2014 lentang Pemerintah Daerah.

Peraluran Pemerintah MNomor 12 Tahun 2019 wntanp, Pengelolaan Keuangan Deerih.
Peratuwran  Pemerintah Nomor 23 Tahup 2005 wemtang Pengelolzan Keuangan Badan
lavanan Umum yarg tokh diabah kedua katinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 wntang Penpelolaan Keuangan Badan Laywmman Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 wolang Standar Pelayanan Minimal.
Peratwan Menteri Dalam Negeri Nomor 7% Tahun 2018 Tentang Badan layranan Umum
Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 2011 teptang  Perubahan Kedua  Asas
Peraturan Mentent Dabun Negeg Nomor 13 Tabun 2006 “lentang Pedoman Pengelolaan
Keuanzan Dagrizh,

Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pencrapan Sandar

Pelayanan Minimal

. Keputusan Menteti Pendayagunasn Aparatur MNegara Nomor KEP/25M.PAN/2/2012

Tentansg Pelayanan Publik.
Peramwran  Mented Pendayasunaan Aparatur Negara Nomor TPER/ZS /MPANRZZH10

Temtang Pedoman Penifaian Kinerja Linrl Pelayanan Publik

B. Perzyaratan

Sakd

Perssaratan pada Standar Pelavansan Custoroer Servis pada BLUD UPPE Pengaveasan dun
Sertifikast Benlh Parkebunan vailu Nomor Antran

Persyaratan pada Standar Pelayanan Pendaftaran pada BLUD UPL' Penpawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan svailuy :

4 MNomor Anirian

b.  Formuin I= ranan

¢ Identitas dimt yang masth beriaku(K1P)

Persyaratan pada Standar Pelaveanan Scrtifikasi Benh Tapaman Perkebunsn pada BLUD

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Berh Perkebunan vaitw :


Admin
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2 Permochoman termulis disertai dawa benlh yang dijukan kepada Kepala TP

Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Riau.

b Dokumen Permohonan Sertifikasi Benih:

Folokopi KTP yang masih berlaku

FEolokopl izin usala perbemhan

Fotokopi dokumen yany disyarat-kan (SKPKKS, deftarkode persilangan.
dokumen scleksi pembenthan & PNMN, DO, kelersediasn tenagd  yang
kompeten, dokumen kepemilikan kebun. rekaman pemelharaan kebun din

dokumeniasi pelaksanaan sertifihas:)

4. Persyaratan pada Standar Pelayanan Rekomendasi Sebagar Produsen Benih Tanaman

Perkebunman pada BIID UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan vaity ©

a Sural permohonan vang ditujukan kepads UPY, Pengawasan dan Sertilikasi Benih

taraman Perkehupan tembusan ke Dinas Perkebunan Proxinst Riau

b, Dokumen Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Perbenihan :

1.

o

IR < N VR A

10
il.

Folokupi legalitas perusahaan :

e [zin Badan, Ak Notaris

e Sural i Usaha

¢ Sural [in Usabia Perdapgangan (STUP)

o Tanda Daftar Perusahaan

Surat kuasa darl pimpinan / pemilik

Bukti kepemilikan tanah (surat “fanah/Surat Sewa Pinjam Pakai. dll}
Folokopi K'P prupinan perusahaan/penillik atau vang dikuasakan @ lembar
Fotokopt NFWTP | lembar

Pas Poto benvarna 4x6 scbanvak 3 [embar

Memalrki dan atau menguasar Benth Sumbet

Memiliki voit produk yane dilengkapi dengan serana dan prasarana benih yang
memadai

Memiliki tenaga ahli dan atms tenaga ketcrampilan d bidang perbenihan
Melampirkan rencana‘tahapan produk benih tanaman

Melampirkan pencatatan data benih yang o produksi dan diedarkan

5. Persvaratan pads Standar Pelavanan Bimbingan Teknis atau Peiatthan pada BLUD UPT

Penpawasan dan Senifikasi Benth Perkebunan vaitu Sugat Permohonan Narasumber dan

penyelenggara Bimbingan Teknis atau Pelatihan

£ Sistem. Mekanisme dan Prosedur
1, Sistem. Mekcanisme dan Prosedur Customer Service s

a4, Pelanggan mengambil nomor antrian,



N

h

Pelanggan akan diarahkan menemui petugas pelavianan di UPT Pengawasan dan
Sertifikasii Benih Perkebunan Provinsi Riau untuk menentukan jenis pelayanan sang
ditnginkan,

Petagars  Polavaman  mermberikan  indormast  wrkait  lasanan, porsvaratan  yang
dibutubkan, dan [ atay estimasi biayva pelayanan / informasi harga produk.

Pelanggen melakukan pendaflarian apabila jends pebpanm bisa dilakukan di UPT

Pengawasan dan Scrifikasi Benih Perkebunan Provinsi Riau

Sisternt, Mekanisme dan Prosedur Pendafraran:

Befangpan nrepgarmbil nomor antrian dan mengisi formubic fayanan.

Belangpan menungpu panggilan pelegas pendafiaran berdassarkan nomor antrian.
Pelanggan melakukan pendafliaran dengan menywrahkan totokopt KUP dan formulr
layanan vang sudah diisi kepada petugas

Pelangpan menerima bukti pendaftaran dan menunggu informasi terkait teknis

iayanan.,

Starom, Mekanfsme dan Prosedur Sertifikasi Benth Tanaman Perkebunan ;

i

o

Pelanggan menyer: thkan Dokumen Pormohonan Sertifikasi kepada Kepala Sub
Bagian Taw Llsaha

KepalaUPT memberkin disposisi Surat Pertnohonan.

Kepala Seksi Pengujian Mutu dan  Serilikast  Benh  memeriksa  dokumen
permohonan dari produsen dan pedagang benih

Jika dokumen helum lengkap. dokumen dikembalikun kepada pemohon  antk
dilenghapi.

Jika dokumen felah lengkap, Kepala Seksi Penpujian Moty dan Sertilikasi Bemh
membukykan dan merencanakan pelaksanaan pemeriksaan kecambah, benih dan
sertifikasi duri produsen/pedagang bonih tanaman & lapangan

Kepala UPl' menerima rencana pelaksanaan pemeriksaan kecambab, bunih dan
sertifikasi darl produsen/ pudagang henih.

Kepalal/PT menyetujui rencana penpamatan i lapangan.

Kepala Seksi Penguijian Muta dan Sertifikasi Benih menyiapkan SP

Kepala TPT menyetujui dan memaral surat wgis

Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani SPT

Pengawas Benih lanaman (PBT) melakukan pemeriksasn lorthadap  bewh
herdasarkan permobonun.

Penpawas Henih Tamaman (PBT) membuat laporan hasil pemeriksaan terhadap benib
vang disertilikasi, scbam dosar penerbitan Sertifikal Muw Benih (SMB} dan

pumberian label.

Sistem, Mckanisme dan Prosedur Rekomendssi Scbasal Produsen DBenih Tanaman

Perkebunan:



a,  Pelanggan menyerahkan Dokumen Permohonan Rekomendasi lzin Usaha Perbenihan
kepada petugas pelayanan.

b Pewpas pelavvanan memeriksa kelengkapan dokumen permohorin Rukomendasi {zin
Usaha Perbenthan sesual demgsn persyaratan.

¢, Jika dokumen belum lemgkap, petigas pelav:anan mengembalikan dokummen kepada
pekanggan mntuk dilengkap.

d  Jika dokumen telah lengkap, petug:ss pelavanan menyampaikan kepada Kepala Seksi
Penpawasan dan Peredaran Benih untuk membeniuk tan berdasarkan persetujuan
Kepale UPT. Penyawasan dan Scrifikes Benih

¢, Tim berangkat ke lolasf untk menpeeck kesesuaian dokumen dengan kondisi
lapangat.

f  Tim membuat bporan Rekomendissi Scbagal Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Sistem. Mekamsme dan Pose dur Bimbingan Tekms atan Pelatihan

4. Pemohon menyerahkan langsung stau menginimkian Sural Permohonan Narasumber
yang ditujukan kepada Kepale UPT. Penpawasan dear Sertifikasi Benih.

b, Surat Permohonan diterima oleh petupas pedaywman, kemudian dissumpaikan kepada
Kepala UPT, Pengawasan dan Sertilikasi Denth

c. Jika permohonan disemjul, Kepala UPT. Pengawasan <n  Scrlifikasi Benih
menugaskan karyaw.annys untik menjadi narasumber berdasarkan permintaar.

d. Naasumber yang ditugasken memberi materi dalam  Bimbingan Teknis alau

Pelatihan.

[} Waktu Penyelesaian

l.

L ]

Wakiu Penvelesaian Standar Pelayanan Customer Service yaitu 10 {(sepeubuh) menit

2. Wakwm Penvelesaian Stapdar Polayanan Pendaftaran vaitu 10 (sepuluh ) menit

3. Waktu Pemwelesitian Standar Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan yaitu 2
{dua} hari kerja

4. Wakw Penyelesii:m Standar Pelayanan Rekomendasi Scbapai Produsen Benih Tanaman
Perkebunan vaitu 15 (lima belas) har kerja

5, Waktu Penyelesaian Standar Pelayanan Bunbinpan Teknis atau Pelalihan menyesmakan
dumssi kegiafan yang dilaksanakan

E. DBiayva! tanl

1. Riaya/ tarif yang dikenakan pada Standar Pelavanin Customer Scrvice yaitu grats atau
tidak dikenakan biaya

2 Biava / taril yang dikenakan pada Standar Pelayanan Pendaftaran yaitu gralis amu dak

dikenakan blava
Biyx / tarit’ vang dikenakan pada Standar Pelayanan Serifikasi Benih Tanaman
Perkebunan vaitn berdasarkan tarl’ yang berlaku sesuai peraturan dan perundang-

undangan.



4, Riaya / tarif yang dikenakan pada Standar Pelaysanan Pekomendas Sebagai Produscn
Benih Tanaman Perkebuban yaitu gratis alau tdak dikenakan biaya
5. Biava / taril vanp dikenakan pada Standar Pelasanan Bimbinpan Teknis atau Pclatihan
vaitu berdasarkan tarif yang berlaku scsual peraturan dan porundang- undangan
F. Produk layanan
I. Produk fayanan Standar Pelayanan Customer Senvice yaitu Pulayanan Customer Servige
2. Produk lnmpan Standar Pelayanan Pendaltaran yaita Buki Pendafluran
Prodok layanan Standar Peleyanan Scrtifikasi Benih Tamaman Perkebunan vy Serufikat
Mulu Benth (SMB) dan Label
4. TDroduk lwanan Standar Pelavanun Rckomendasi Sebagal Produsen Benih ‘lanaman
Perkebunan yaitu Hekomendani Sebagal Produsen Renih Tamaman Perkcbunan
5. Produk layanan Standar Pelaymran Bimbingan Teknis atau Pelatihan vain: Narasumber
Rimeck atau Pelatiban
(5. Sarana dan Prasarang Jdan atau basilitas lamnya
Sarana dan Prasarana dan atau Pasilitas kainny pada BLUD UPT Pengawasan dan Sertifiboas]
Benfh Perkebunan meliput
. Tasilitas Air s Surnar Bor
2. Telekomumikasi : Email
3, Pengelolaan Limbah : Tempat pembuanc_sn samapah {TP5) & area sekitar BLUID
4, Mobil dinas 1 Unit
H. Komptensi Pelaksanaan
1. Pembmpin BLUD memiliki kompetenst dalan fugas yaitu
s, Memimpin, mungarahkan, membina, mengawast. menggendalikan. din mengevaluasi
penvelenpgearitan kegiatan BLUL
Menyasun rensmra bisnis BLUD
¢ Menyiapkan RBA
d Mengusulkan calon pepbat pengelola keuanpan dan pelabat tcknis kepada kepala
davrih sesuai kelenluan
e. Menetapkan pepbat lainnys  sesual kebutvhan BLUTY sclain popbat yanp  telab
ditctapkan dengzin porstunan perumdianed undinean
. Menyampatkan din mempertanggungjawabkan lnerja operasional serts kevangan
BLUD kepada kepala dacrah.
2 Pepbat Kovangan BLUD memiliki kompelensi dalam wgas vaitu :
a. Mengkoordisk: in penyusunan RBA
b Memviphan DPA-RLLD
£ Melakukan pengclolisn pendapatan dan biaya
d. Memyelengparakan pengelolaan ks

¢, Melakuk:n pengeiolaan utang-piutang



L

[ Menyusun kebijakan pengelolaan barang, ascl otap dan investasi

g, Mempelengparakan sisiim mformas: manajemen keuangam

h  Menyvolenpgarakan akuntansi can peryusunan kporan kenangan.
3, Pejabat teknis BLUD memilik] kompetensi dalam tugas AL

4. Menvususn percncansan kegiotan leknis di bidangnnya

b, Melaksanakap kepiatan teknis sesusi RBA

¢. Mempertangeunag_javmabkan Kinerja operasional & bidungnya
Pengawasan hteimal
Pengawasan Internal B 1UD bertugas meiakukan peng avasan dan pengendalian mtemnal dalam
rangka pimpinan BLUD untuk meningkatkan Kinerja pelayanan. kevangan dm pengarih
lingkangan sosial sckitarnya (socialresponsibiity) dalam menyclenpearakan bisnls  sehal.
Pengawas mternal dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung & bawah
pemimpn BLUD
Penanganan Pengadusn, saran dm meisukan
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan terhadapa semua Stancar Pelayanan yang terdapal
padz BLUD UPT Pengawasan dan Seriifikasi Benth Perkebunan dapal mwlalui cmatl resmi
BLUDUPY Pengawa:san dan Sertifikasl Benib Purkebunan
Jumriah Pelak sama
Seluruh Pelak sansan sang dilaknkan oleh BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan dan pelaksangan inf & twngkan pade laporan kegiatan. laporan kegiatan
merupakan dokumen iettulis vang berisi ringkasan dan evaluasi hasil dao kegatan ase yang
dilaksanakan. Laporim inl pesting untuk micmberikan gambaran tentang pencapalan. kerndala,
dan menfaat dort kegiatan yang telah dilakukon BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebanan,
Jaminan Polsy aean
Jaminap pelayanan adalah membetikan kepastan pelayanan  dilaksanskan sesual dengan
Standar Pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkzn kesenggupan Penyelenggara sesual
kapasitas manaemen yang aja untuk memberikan kepastian bahwa kuaklixs penvelengparaan
pelayanan harus sesuai dengan Standar Pelwyvanan Unak menonjukkan dan mermbertcan
jaminan pelavanan terschut. meka perls upava kooslif mcencrptakan suai ketentuan {aturan

main) vang berorientasi unluk medaksanakan Standar Pelayanan secara konsisten.

M Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan

a Jaminan Keamannn dan Keselamatan Pelayanan adaleh  bentuk  komitmen ook
memberikan rasz aman, avaman, bebas dart bahaya, dan keragu-raguan.
b Tntuk mengimplementasikan komitmen tersebut, perlu mempedomani cara yany samm

dengan kompouen jaminan pelayanan, yaitu periu upava kreatll menciplak an sustuy



ketentuan (aturan main) alay lodaken herupa program kegiatan yarmy berorientast uniuk
menjaga keamaman chn keselamatan dulam memproses alas menproduksimenvediakan
layanan harng jasa, den adminstratif sesual dengan kompouen Standar  Pelayanan,
Disamping iu perlu mengacu “standar teknis'™ vang berlaku untuk memberkan jaminan

keamanan akau keselamatan atas penvelenggaraan pelaysanan.

N, valuasi Kinerja Pelak sansan

Fvaluasi kinerja BLUD adalgh proses unluk mengukor tingkat pencapalan hasil pengelolaan

BLUD sebapaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja BLUD. Evalvasi kinerjia dilakukan

ats #pek keuanpun dan operasional/pelayanan. tda kefola, dan Standar Pelavanan Minimal

{SPM), Evaluasi Kinerja Pelaksanaan meliputs

&

cf

Kingrja Pelavanan

Kinerja pelavanan dapat diokur dari pencapaian volume dan muru pelayanan klinis yang
dilakukan & burbagai instalast. dengan membanding kan antara perencanaan vang terdapat
& Rincana Stategis Bisnis dengan pencapaiin pada saq dilakukzonya evaluas), Selain i,
kinerja mmtu juga dapat dukur dan pencapaisn mdikator-indikator SPM. Namun selbrge a1
standar mminima!, indikator SPM i herfungsi untuk menjags agar ow pelayanan BLUD
LPT Pengawasan dan Sertiltkasi Benih Perkebupan tidek berada df bawah batas,

Kinctja Kevangan

Kinea keuangan dapal dmkor darl pencapatan ndikator-indikator kevangan yang telah
ditetapkan pada perencanaan (Rencuna Stratcgis Bisnis), Indikaror jar tdak  selalu
berbicara mengenai berapa pendapatan vang bisa diperolech BLUD dalarn mclakuican
serlifTkewsi, namun juga berapa penghematan yang berhasil dilakukimn melalui proses yang
lebth  elisien, omtars e pepgeonazan nfbrmasi won cost pelayasan  sebagar  dasay

penetapan tartf, penggunaan RBA untuk memyusun anggaran can sebagainya.

Kinerja Manfiiat
Kinerja manfaal dapal dilibal amsra Jan dard jenis-jenis pelavsnan yvang dkembs ingkan
sctelah mencrapkan BLUD, schinges domgan adanva jents lavapan ini messwvorakal tidak

perhy mencari polavanzan scenis ke hwr dasah dan sebagaine.

N, GUEHRNUR RIAU
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